
SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 0 b TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan
untuk menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggam
2022 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 agar pelaksanaannya dilakukan secara berdaya guna
dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan tentang
pengelolaan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Keija (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020
Nomor 8);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2021 Nomor 6);
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ll.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2021
Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022 adalah Rencana
Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2022 yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

6. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

7. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
Bendahara Umum Daerah.
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12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi PD yang dipimpinnya.

13. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

15. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan keija atau pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

16. Tenaga Ahli/Pihak lain, PNS dan Non PNS adalah tenaga ahli/pihak lain
yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu, baik PNS ataupun Non PNS yang
karena kemampuan dan keahliannya guna mendukung tugas
pemerintahan dan pembangunan.

17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

18. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan organisasi.

19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre¬
calculated amount)dan dibayarkan sekaligus.

20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang
sah.

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit keija SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

23. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

25. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatandaerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit keija SKPD.
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26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

27. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit keija SKPD.

28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

29. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

30. Program SKPD adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit keija pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

32. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

33. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan.

34. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

35. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

36. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

37. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu (APMK), eek, bilyet, giro, using elektronik atau sejenisnya.

38. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
39. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
40. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.
41. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.
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42. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

43. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

44. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

45. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran
badan/dinas/Badan Keuangan Daerah /bagian keuangan selaku Bendahara
Umum daerah.

48. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran.

49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL
adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar
pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

50. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

51. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan
pembayaran atas pelaksanaan APBD.

52. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

53. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka keqa
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

54. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

55. SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran/atau bendahara pengeluaran pembantu
untuk permintaan tambahan uang guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan
uang persediaan.
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56. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya
disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran/ataubendahara pengeluaran pembantu
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar
perjanjian kontrak keija atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.

57. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD.

58. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai
UP untuk mendanai Kegiatan.

59. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

60. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD,
karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.

61. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

62. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

63. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diproses atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

64. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

65. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit perangkat daerah pada
perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

66. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana
yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

67. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
teijadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.
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68. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan teijadinya resiko sosial.

69. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuantungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

70. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

71. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

72. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen
rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai
bahan penyusunan rencana keija dan anggaran SKPD.

73. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang
ditunjuk oleh Bupati.

74. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen
sumber yang sama.

75. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya disingkat SP2T
adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk
mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer.

76. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
selanjutnya disingkat SP3BP adalah surat pemyataan tanggung jawab yang
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/PA BLUD yang disampaikan kepada
Kepala PPKD/BUD atau Kuasa BUD.

77. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya
disingkat SP2BP adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa
BUD untuk mencatat dan mengesahkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
BLUD.

78. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan dan
pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar
penerbitan surat pengesahan belanja.

79. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen
yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencatat dan mengesahkan
belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B

80. Pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikeijakan sendiri
oleh Perangkat daerah, Perangkat daerah Lain, organisasi kemasyarakatan,
atau kelompok masyarakat.

81. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat
daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,
sampai dengan serah terima hasil pekeijaan.
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82. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah
unit keija di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa.

83. Kelompok Keija Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

84. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel
yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan/atau E-purchasing.

85. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekeijaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi
kepercayaan oleh Perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekeijaan.

86. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara
Swakelola.

87. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

88. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah.

89. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola
adalah cara memperolehbarang/jasayang dikeijakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat
daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

90. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa
yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

91. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui peijanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

92. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

93. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

94. Pekeijaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

95. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah piker.

96. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekeijaan.

97. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata
cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
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98. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

99. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

lOO.Tender/Seleksi Intemasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha
asing.

lOl.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan
tertentu.

102. Pengadaan Langsung Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekeijaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

103.Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bemilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

104.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah
Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan
pengawasan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD merupakan pedoman seluruh unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
SKPD dan APBD.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan APBD meliputi:
a.ketentuan umum;
b.pengelola keuangan daerah;
c. belanja daerah;
d.pengelolaan kas non anggaran ;
e. penatausahaan penerimaan daerah;
f. penatausahaan belanja daerah;
g. laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga
Asas Umum Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Keuangan Daerah meliputi:
a.hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;
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b.kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan
dalam APBD.

(4) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi
Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pasal 5

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan daerah pada SKPD
adalah:
a.semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
b.setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan

pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
c. SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan

daerah;
d.penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
e. semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Penerimaan SKPD berupa uang atau eek harus disetor ke rekening kas umum
daerah paling lama 1 (satu) hari keija;

f. dalam hal pendapatan yang tidak melalui rekening kas umum daerah, tetap
diakui sebagai pendapatan daerah dengan mekanisme pengesahan (BLUD dan
Dana Desa);

g. setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
h.komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan narna dan dalam bentuk

apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan
jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan
daerah;

i. pengembalian atas kelebihan pendapatan (koreksi atas penerimaan pendapatan)
dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun berkenaan;
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j. mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan
dengan syarat sebagai berikut:
1. Menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada BUD/Kuasa BUD;
2. Melampirkan bukti-bukti yang sah;
3. BUD/Kuasa BUD melakukan pemindah bukuan atas kelebihan pembayaran

tersebut sesuai dengan nilai dan rekening yang bersangkutan;
k. untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang teijadi pada tahun-tahun

sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
1. mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf j dilakukan

dengan syarat sebagai berikut:
1. menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada BUD/Kuasa BUD;
2. melampirkan bukti-bukti yang sah;
3.ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD

paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
m. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran tersebut sesuai

dengan rekening yang bersangkutan; dan
n. transaksi penerimaan pendapatan seluruhnya dilaksanakan secara non tunai.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Belanja Daerah

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan belanja daerah pada SKPD
adalah:
a. jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk

setiap pengeluaran belanja;
b. pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD,
kecuali jika dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran;

c. setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah;

d. bukti yang sah adalah bukti yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud;

e. pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah. Pengeluaran kas dimaksud tidak termasuk untuk belanja
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati;

f. belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan
seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;

g. belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.
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h. atas beban anggaran belanja daerah tidak diperkenankan pengeluaran untuk
keperluan pemberian ucapan selamat dan karangan bunga untuk berbagai
peristiwa.

i. pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan
volume kegiatan pelayanan;

j. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang
disesnaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas
RBA yang telah ditetapkan secara defïnitif;

k. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang
berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat;

1. dalam hal teijadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah;

m. ambang batas RBA ditetapkan melalui besaran persentase dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD;

n. besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD; dan
o. persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi,

dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Rekening

Pasal 7

(1) Bupati dapat menetapkan Bank Umum sesuai dengan kriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan untuk menyimpan uang daerah yang berasal
dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

(2) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas
Umum Daerah pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penetapan Bank Umum Daerah dimuat dalam peijanjian antara BUD dengan
Bank Umum yang bersangkutan.

(4) Peijanjian sekurang-kurangnya mencakup:
a. jenis pelayanan yang diberikan;
b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening

Kas Umum Daerah;
d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
f. kewajiban menyampaikan laporan;
g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar

karena pelayanan yang tidak sesuai dengan peijanjian; dan
h. tata cara penyelesaian perselisihan.

(5) Bendahara pengeluaran SKPD atas persetujuan Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran dapat membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Pengeluaran Daerah.

(6) Bendahara pengeluaran SKPD menyampaikan Laporan rekening pengeluaran
setiap awal Tahun Anggaran kepada Kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya ditetapkan
dalam Surat Keputusan Bupati.
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BAB II
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Pasal 8

(1) Bupati selaku kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan

Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g. menetapkan KPA;
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah

dan retribusi daerah;
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan

Piutang Daerah;
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan

dan memerintahkan pembayaran;
1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(3) Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit

menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran
pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara
BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus
lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, pengangaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat
Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
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(5) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku PA.

Pasal 9

(1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah
yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum
daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

(2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 10

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan

APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. memimpin TAPD.

(2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah;
b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
(4) Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan

peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun
kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pasal 11

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur
penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam
Perda;
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d. melaksanakan fungsi BUD; dan
e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Bupati.
(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas umum daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. melakukanpencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan

Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

(3)Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
a. mengelola investasi;
b. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
c. membuka rekening Kas umum daerah;
d. membuka rekening penerimaan;
e. membuka rekening pengeluaran; dan
f. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.
(4) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan

SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.

(5) Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

(6) Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan
SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dapat
melaksanakan pengelolaan investasi.

Bagian Keempat
Kuasa BUD

Pasal 12

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati
untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

(2) Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Kuasa BUD mempunyai tugas:

a.menyiapkan anggaran kas;
b.menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D;
d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;
f. menyimpan uang daerah;
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g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi daerah;

h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama pemerintah daerah;
j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
k.melakukan penagihan piutang daerah; dan
1. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.
(4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji
anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang
menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
dan

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

(5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 13

(1) Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di
lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola,
beban keija, lokasi, dan/atau rentang kendali.

(2) Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban keija,
lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Bupati.

Bagian Kelima
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 14

(1) Kepala SKPD selaku pejabat PA/PB daerah mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/peijanjian keija sama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang

dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.
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(2) Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
a. menyusun anggaran kas SKPD;
b.melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
c. menyusun dokumen Naskah Peijanjian Hibah Daerah (NPHD);
d.menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas

penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,
BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

(3) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja

atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. menandatangani dokumen Naskah Peijanjian Hibah Daerah (NPHD);
c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah; dan
e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara

Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang
melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

(6) Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
a. pekeijaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
b.hasil pekeijaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa

menyelesaikan pekeijaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada

APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
a. peijanjian atau perikatan;
b.berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak

sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(9) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat
komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(10) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala
daerah melalui sekretaris daerah.

(11) Berdasarkan pertimbangan beban keija, Sekretaris daerah dapat melimpahkan
pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pasal 15

Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD yang dipimpinnya antara lain :
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD);
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
d. Penetapan Pejabat yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Pejabat PA/PB/KPA/KPB dalam hal tidak mempunyai pegawai yang memiliki
sertifikat Kopetensi pengadaan barang/jasa pemerintah, maka jabatan PPK (Pejabat
Pembuat Komitmen) dirangkap oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 17

Dalam hal SKPD memiliki beban keija berlebih, maka jabatan PPK sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dirangkap oleh PA/PB/KPA/KPB dan dapat
menunjuk pejabat pelaksana yang memiliki kompetensi baik sebagai PPK untuk
melaksanakan sebagian kewenangannya.

Pasal 18

Pejabat PA/PB yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), menyampaikan laporan setiap bulan, triwulan, semester,
serta prognosis enam bulan berikutnya dan laporan tahunan untuk penyusunan
perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada Bupati cq. Kepala Satuan
Keija Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD/BPKAD selaku Pejabat Pengelola
Keuangan daerah (PPKD), dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP);

Pasal 19

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 yaitu berupa Capaian
Kineija dan disampaikan kepada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang setiap bulannya sebelum tanggal 10 bulan
berikutnya.

Pasal 20

Bagi Pejabat PA/ PB yang sedang melakukan pendidikan, cuti, peijalanan dinas,
atau sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya diatur ketentuan
sebagai berikut:
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,

Pengguna Anggaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat
yang ditunjuk untuk melaksankan tugas-tugas Pengguna Anggaran (PA) atas
tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) yang bersangkutan diketahui oleh
Sekretaris Daerah;
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b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan Bupati
menunjuk sementara Pengguna Anggaran (PA) dan diadakan berita acara serah
terima keadaan fisik dan keuangan; dan

c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka
Pengguna Anggaran (PA) tersebut dianggap mengundurkan diri sebagai Penguna
Anggaran (PA) dan oleh karena itu Bupati menetapkan penggantinya,
dan atau ketentuan huruf b tetap berlaku sampai dengan berakhir tahun
anggaran.

Pasal 21

(1) Pejabat Pemerintahan yang berhalangan menjalankan tugasnya
(PA/KPA/PB/KPB), maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak
sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.

(2) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan
dan/atau tindakan rutin menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, PA dapat bertindak sebagai PPK sesuai
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 23

(1) PA/PB dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD
selaku KPA/KPB.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban keija, lokasi,
kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala
SKPD.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja;
b. melaksanakan anggaran unit keija yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/peijanjian keijasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit keija yang dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(5) Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA.
(6) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan

SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah
kepada KPA.
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(7) Palam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku
KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

(8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(9) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat
komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(10) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang

dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian keija sama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD

yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus

yang dipimpinnya;
1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(11) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian
tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pasal 24

(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3) Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
(4) Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
(5) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
(6) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit

SKPD.
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(7) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran
anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban keija, lokasi, rentang kendali,

dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala
daerah.

(8) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
(9) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
(10) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu

tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas.

(11) Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.

(12) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,

PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya
ditetapkan oleh kepala daerah.

(13) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriteria sebagai
berikut :
a. memiliki tupoksi pada bidangnya;
b. memiliki SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
c. Berijazah paling rendah D4/S1 atau yang sederajat, dan/atau telah lulus

ujian kedinasan kenaikan pangkat Penata;
d. Telah ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (100%); dan
e. mampu bekeijasama dengan atasan.

Pasal 25

PPTK dapat diberikan honorarium pengelola kegiatan dari salah satu kegiatan yang
dikelolanya sesuai standar ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan

SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

(2) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub
kegiatan meliputi:
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada

PA/KPA.
(3) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
a. menyiapkan laporan kineija pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
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b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

Bagian ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Pasal 27

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang
bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara,
dan/atau PPTK.

Pasal 28

PPK-SKPD :
(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan pada SKPD.
(2) Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai

ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
(3) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
(4) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas

melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran
/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

(5) PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b. menyiapkan SPM;
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

dan Bendahara Pengeluaran;
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD.

(6) Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan
dan keabsahan.

(7) Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
c. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-

UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai
dasar penyiapan SPM.

(8) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD
untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
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Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 29

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada Unit SKPD.

(2) Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian pada Kabupaten;
b. rentang kendali dan/atau lokasi; dan
c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan

secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) PPK Unit SKPD mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan

pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
(4) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPPTU dan

SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(5) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu

(6) Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas
lainnya meliputi:
a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan
pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-
TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

(7) PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai
dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;
d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

(8) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.

(9) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK
Unit SKPD.
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Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan

Pasal 30

Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan
SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

Pasal 31

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 32

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
(1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui

RKUD;
(2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah;
(3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang

telah ditetapkan;

(4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya; dan

(5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan
daerah.

Pasal 33

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati
dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang
bersangkutan.

(2) Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD
kepada Bupati melalui PPKD.

(3) Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

(4) Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk
transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui
RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang
telah ditetapkan;

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya; dan

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan
daerah.
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Pasal 34

(1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung
jawab secara administratif dan fungsional.

(2) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD
dan disampaikan kepada PA.

(3) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

(4) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD
dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

(5) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada
unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 35

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang
bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 36

(1) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 37

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu
Bendahara Penerimaan.

Bagian Kesepuluh
Bendahara Pengeluaran

Pasal 38

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Bupati.
(2) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

Pasal 39

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,

dan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 40

Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya meliputi:
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
b. memeriksa kas secara periodik;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari

bank;
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan ekstemal;
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan ekstemal; dan
f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang

melaksanakan fungsi BUD.

Pasal 41

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul
PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 42

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
a. besaran anggaran;
b. rentang kendali dan/atau lokasi.

Pasal 43

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, dapat ditunjuk
bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan
wewenang bendahara pengeluaran SKPD.

Pasal 44

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran
secara periodik.
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Paragraf 2
Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pasal 45

Seisin tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan
wewenang lainnya meliputi:
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah;
b. memeriksa kas secara periodik;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik

dari bank;
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau

hasil pemeriksaan internal dan ekstemal pada tahun beijalan; dan
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan ekstemal pada tahun beijalan.

Pasal 46

(1) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan
bendahara unit organisasi bersifat khusus.

(2) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara
dengan Bendahara Pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

(4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran
pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

(6) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

(7) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD
dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

(8) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

(9) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai
yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

(10) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

(11) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada
Bendahara Pengeluaran.

Pasal 47

(1) Dalam hal bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan/atau
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu berhalangan diatur
ketentuan sebagai berikut:
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,

bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas
bendahara pengeluaran atas tanggungjawab bendahara pengeluaran yang
bersangkutan dengan diketahui Kepala Perangkat daerah;
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b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
Bupati menunjuk kembali pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan
berita acara serah terima; dan

c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakn tugas, maka
dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera
diusulkan penggantinya, dan atau pasal huruf b tetap berlaku sampai
dengan berakhir tahun anggaran.

(2) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekeqaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekeijaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau
menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama
pribadi.

Bagian Sebelas
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 48

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Pengguna Anggaran (PA);
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
d. Pejabat Pengadaan (PP);
e. Kelompok Keija (Polqa) Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. Peyelenggara Swakelola; dan
h. Penyedia.

Paragraf 1
Pengguna Anggaran (PA)

Pasal 49

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
b. mengadakan peijanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja

yang telah ditetapkan;
c. menetapkan perencanaan Pengadaan;
d. menetapkanan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang Gagal;
g. menetapkan PPK;
h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
j. menetapkan Tim Teknis;
k. menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui

Sayembara/Kontes;
1. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
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m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan

Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran
paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf fkepada KPA.

Paragraf 2
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 50

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai
dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang
menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekeijaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

dan/atau
b. mengadakan peijanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja

yang telah ditetapkan.
(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat

merangkap sebagai PPK.

Paragraf 3
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 51

(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan disiplin;
b. menandatangani Pakta Integritas;
c. memiliki Sertifïkat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
d. berpendidikan paling rendah Saijana Strata Satu (SI) atau setara;
e. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk

melaksanakan tugas;
f. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki

keteladanan dalam sikap prilaku serta tidak pemah terlibat KKN;
g. tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Keija

Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau
h. memiliki kemampuan keija secara berkelompok dalam melaksanakan

setiap tugas/pekeijaannya.
(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat

terpenuhi, Sertifïkat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat

terpenuhi, persyaratan Saijana Strata Satu (SI) dapat diganti dengan paling
rendah golongan Ill/a atau disetarakan dengan golongan Ill/a.
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(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan
memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan
teknis pekeijaan memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

PPK dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD disetujui
oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang sepanjang anggaran untuk kegiatan yang
bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak
dilakukan setelah masuk tahun anggaran beijalan.

Pasal 53

(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
d. menetapkan rancangan kontrak;
e. menetapkan HPS;
f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
i. mengendalikan kontrak;
j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
1. menyerahkan hasil pekeijaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan

berita acara penyerahan;
m. menilai kineija Penyedia;
n. menetapkan tim pendukung;
o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK
melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
b. mengadakan dan menetapkan peijanjian dengan pihak lain dalam batas

anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang

menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk
melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtrf a sampai
dengan huruf m.

(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Pasal 54

PPK menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
Barang/Jasa. Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:
a. mobilisasi alat dan tenaga keija;
b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material;
c. persiapan teknis lainnya;
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Pasal 55

Besaran uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat diberikan paling
tinggi 20% dari nilai kontrak Pengadaan Barang/Jasa, berlaku untuk seluruh
Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Konsultasi.

Pasal 56

(1) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekeijaan sebagai uang retensi
untuk Jaminan Pemeliharaan Pekeijaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang
membutuhkan masa pemeliharaan.

(2) Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada
tahun anggaran yang sama.

(3) Dalam hal masa pemeliharaan tidak melewati akhir tahun anggaran, maka
pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai
Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan.

(4) Dalam hal masa pemeliharaan melewati akhirtahun anggaran, maka pembayaran
dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai Kontrak dan
sisa pembayaran sebesar 5% (lima perseratus) dianggarkan dan dibayarkan
pada tahun anggaran berikutnya kecuali untuk Dana Alokasi Khusus
dibayarkan pada tahun anggaran beijalan.

Paragraf 4
Pejabat Pengadaan (PP)

Pasal 57

(1) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung

untuk pengadaan Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bemilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung
untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

d. melaksanakan E-purchasing yang bemilai paling banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

e. pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tatacara
pengadaan, substansi pekeijaan/kegiatan yang bersangkutan dan
bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun
dari luar instansi yang bersangkutan.

(2) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil
Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi
okupasi Pejabat Pengadaan;

b. memiliki integritas dan disiplin; dan
c. menandatangani Pakta Integritas
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Paragraf 5
Kelompok Keija Pemilihan

Pasal 58

Kelompok Keija (Pokja) Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami pekeijaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekeijaan tertentu yang menjadi tugas Kelompok Keija

Pemilihan pengadaan;
d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan;
e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi

yang dipersyaratkan;
f. menandatangani Pakta Integritas;
g. tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau
h. tidak boleh merangkap sebagai PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang

sama.
Pasal 59

(1) Kelompok Keija (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas
dan kewenangan sebagai berikut:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali E-

purchasing dan pengadaan langsung;
b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekeijaan
Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak
RplOO.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi
dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak RplO.000.000.000,00 (sepuluh
miiiar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga)
orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota
Polqa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang
beijumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Pasal 60

Kelompok Keija Pemilihan beijumlah gasal (ganjil) beranggotakan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekeijaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari
unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

Pasal 61

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM), Bendahara, dan APIP, terkecuali menjadi Pejabat
Pengadaan/Anggota Polqa Pemilihan untuk pengadaan barang dan jasa yang
dibutuhkan instansinya, dilarang duduk sebagai Kepala UKPBJ/Anggota Kelompok
Keija Pemilihan/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
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Paragaraf 6
Agen Pengadaan

Pasal 62

(1) Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja
Pemilihan dan/atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penyelenggara Swakelola

Pasal 63

Tipe Swakelola terdiri atas :
a. Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh SKPD

penanggung jawab anggaran;

b. Tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat daerah
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah lain
pelaksana swakelola;

c. Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat daerah
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola;
atau

d. Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Perangkat daerah penanggung
jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Pasal 64

Pelaksanaan Atas Pengadaan barang/jasa (Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi,
Barang, dan Jasa Lainnya):

a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus sesuai dan memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap satuan Keija di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat dilakukan melalui
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atau cara swakelola;

c. metode pemilihan Penyedia Barang/Pekeijaan Konstruksi, Jasa Lainnya terdiri
atas :
1. E-purchasing;
2. Pengadaan Langsung;
3. Penunjukan Langsung;
4. Tender Cepat; dan
5. Tender.
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d. metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :
1. Seleksi;
2. Pengadaan Langsung; dan
3. Penunjukan Langsung.

e. Metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan menggunakan
penyedia Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan melalui metode Tender
Namun karena sesuatu dan lain hal sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 65

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung, PA/KPA/PPK
memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan
langsung.

(2) Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses
pengadaan langsung untuk Barang/Jasa lainnya yang harganya sudah pasti
dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
a. memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke

penyedia barang;
b. melakukan transaksi;
c. menerima barang;
d. melakukan pembayaran;
e. menerima bukti pembelian atau kwitansi; dan
f. melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.

(3) Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan
langsung, Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi
kepada PA/KPA/PPK.

(4) Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya
dengan nilai paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(5) Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(6) Surat Perintah Keija (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya
dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta
rupiah), dan pengadaan pekeijaan konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bagian Sebelas
Panitia Pencatat dan Verifikasi Barang SKPD

Pasal 66

Kepala SKPD membentuk Panitia Pencatat dan Verifikasi Barang SKPD untuk
pembelian/pengadaan barang/jasa/pekeijaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa
lainnya.



-37-

BAB III BELANJA DAERAH

Bagian Pertama
Permintaan Pembayaran Belanja Daerah

Paragraf 1
Anggaran Kas

Pasal 67

(1) Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

(2) Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:
a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk

mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan
daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya
bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Pasal 68

Penyusunan anggaran kas, disusun dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah,

dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan
rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu
estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

b. hasü perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan
penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang
memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama
satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.

c. penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah,
dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya
berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran
kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta
rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran
pengeluaran yang telah ditetapkan.

d. hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan
pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang
memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu
tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

e. anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar
penyusunan SPD.

f. penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Paragraf 2
Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasal 69

(1) Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya
dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas
pelaksanaan APBD.
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(2) PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
a. anggaran Kas Pemerintah Daerah;
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam

DPA SKPD.
(3) SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD

untuk ditandatangani.
(4) Penyusunan dan penerbitan SPD mengatur beberapa ketentuan sebagai

berikut:
a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau

unit SKPD setiap periodik.
b. untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana,

konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat
melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang
bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang
menyelenggarakan fungsi SKPKD.

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat
kondisi sebagai berikut:
1) ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan

dalam anggaran kas; atau
2) perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak.
3) perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

d. penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Paragraf 3
Uang Persediaan (UP)

Pasal 70

(1) Ketentuan Umum Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP)
merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam keputusan
Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh
BUD.

(2) Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD
adalah sebagai berikut:
a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak

menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP
didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang
akan menggunakan LS.

b. besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

(3) Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut: Membagi total
belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP
a. menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan

penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja
tak terduga, dan belanja transfer.

b. menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP,
dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA SKPD
dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.
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c. melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP
dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun
sebelumnya.

d.menentukan besaran UP dengan rumus:

Besaran UP— Hencana Pembayaran inenggunakan uang persediaan
Proyeksi frekuensi pengajuan LP) UP dalam setahun

(4) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang diajukan pertama
kali (pada awal tahun) oleh PA dengan melampirkan SPD merupakan uang
muka keija dengan jumlah tertentu yang dapat diisi kembali (revolving), dan
diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan
operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

(5) Berdasarkan hasil pengkajian yang didasarkan atas rencana kebutuhan
pengeluaran pengisian kas serta ketersediaan dana pada kas daerah maka
besaran uang persediaan bagi SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan
Bupati.

(6) Uang persediaan juga dapat dipergunakan untuk keperluan kantor dalam
beberapa kegiatan atau dapat digunakan dalam mekanisme panjar.

(7) Uang persediaan dapat diajukan penggantian melalui mekanisme penggantian
uang (GU).

(8) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan
sekurang-kurangnya 70% dari dana UP yang diterima dan/atau ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

(9) Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan UP)
adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar
proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh Kuasa
Pengguna Anggaran.

(10) Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses
pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa
Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan
permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

(11) Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai
berikut:
a. proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan

harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).
b. atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan

sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara
tunai dan/atau non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening
Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran;

d. besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besamya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta
waktu pelaksanaan kegiatan;
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e. atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-buku
terkait;

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP
yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran; dan

g. pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika
sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan
apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara tunai dan/atau
non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Paragraf 4
Ganti Uang Persediaan (GU)

Pasal 71

(1) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian (SPM GU) yang diterbitkan oleh
PA digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dan
disahkan pertanggungjawabannya.

(2) Jumlah SPM GU yang diajukan nilainya sebesar uang persediaan yang telah
disahkan pertanggungjawabannya

(3) Penggunaan uang persediaan dapat dipertanggungjawabkan untuk beberapa
kegiatan.

(4) Jika SKPD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan dan
mengesahkannya maka PA tidak dapat menerbitkan SPM GU.

Paragraf 5
Tambah Uang (TU)

Pasal 72

(1) Jika ada kebutuhan dana yang bersifat mendesak yang tidak dapat ditunda dan
pembayarannya tidak dapat digunakan dengan pembayaran langsung dan atau
uang persediaan tidak mencukupi atau kebutuhan dana yang mendesak dalam
satu bulan tersebut melebihi jumlah uang persediaan yang telah ditetapkan,
PA/KPA dapat menerbitkan SPM TU, jumlah dana yang diminta dalam SPM TU
harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan apabila tidak habis harus disetor
kembali melalui rekening kas daerah sesuai program kegiatan serta rincian kode
rekening.

(2) Pengajuan SPM TU harus menyertakan rencana penggunaan dana dan Surat
Pemyataan Tanggungjawab PA/KPA.

(3) Batas jumlah pengajuan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(4) Besaran TU per permintaan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu
SKPD.

(5) Pengajuan SPM TU harus melampirkan surat keterangan yang memuat
penjelasan keperluan penggunaan tambahan uang secara riil sesuai rincian
objek beberapa program kegiatan.
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(6) Pertanggungjawaban penggunaan Tambah Uang dilakukan dalam jangka waktu
paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan, maka PA/KPA dapat
mengajukan SPM TU kembali apabila mendesak dan setelah menihilkan SPM
TU sebelumnya.

(7) Apabila Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana
yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah,
dikecualikan untuk.
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan (maka PA/KPA

menyampaikan surat keterangan kepada kuasa BUD Bidang Akuntansi
sebelum menihilkan dan dilampirkan pada SPM-TU Nihil);

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan
yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA (maka PA/KPA
menyampaikan surat keterangan kepada kuasa BUD sebelum menihilkan
dan dilampirkan pada SPM-TU Nihil).

(8) Apabila ketentuan pada ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) tidak dipenuhi, kepada
SKPD yang bersangkutan diberikan teguran secara tertulis.

(9) Apabila dalam jangka waktu 15 hari setelah surat teguran disampaikan belum
juga memenuhi ketentuan ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) maka kepada SKPD
tersebut tidak lagi diberikan Tambahan Uang sepanjang sisa tahun anggaran
berkenaan (hanya bagi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat memenuhi ayat (2),
(3), (4), (5), (6) dan (7) dalam SKPD tersebut).

(10) Untuk pengajuan SPP-TU dan SPM-TU berikutnya harus terlebih dahulu
menyampaikan SPP-TU, SPM-TU NIHIL yang melampirkan pengesahan
pertanggungjawaban oleh PA/KPA serta keterangan SPJ dari BUD Bidang
Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, rekapitulasi atas
belanja TU sebelumnya dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
untuk diterbitkan SP2D Nihil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 6
Pembayaran Langsung (LS)

Pasal 73
(1) Pembayaran dengan mekanisme langsung kepada pihak ketiga oleh PA/KPA

dapat diterbitkan dengan SPM LS.
(2) Semua pengeluaran yang tidak termasuk dalam mekanisme pengeluaran

UP/GU/TU harus digunakan dengan mekanisme pembayaran Langsung.
(3) Pembayaran dengan mekanisme langsung dapat dilakukan antara lain untuk

keperluan:
a. belanja Pegawai pada Belanja Operasi;
b. belanja Hibah, belanja Subsidi, belanja Transfer, belanja Tidak Terduga,

dan Bantuan Sosial kecuali yang jumlahnya kurang dari Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah);

c. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk, jangka waktu
penerbitan SP2D dapat diproses sejak SPM/SPP Gaji Induk diterima
lengkap, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu)
bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan berikutnya libur
atau dinyatakan hari libur maka penyampaian SPM/SPP Gaji Induk
paling lambat 10 (sepuluh) hari keija sebelum tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya; dan
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d. pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya
administrasi pinjaman.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Belanja Daerah

Pasal 74

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari
urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian
atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang- undangan.

(2) Belanja Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diwujudkan melalui prestasi keija dalam pencapaian standar pelayanan
minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

(5) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan
pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.

(6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(7) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan
pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(8) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan
pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Paragraf 1
Belanja Operasi

Pasal 75

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a dirinci
atasjenis:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
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d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b dirinci
atas jenis belanja modal.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf c
dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf d dirinci
atas jenis:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 76

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a
digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala
Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada
belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Belanja Pegawai terdiri dari:
a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

ASN;
d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai
ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan pertimbangan beban keija, tempat bertugas, kondisi keija,
kelangkaan profesi, prestasi keija, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 78

(1) Belanja barang danjasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak
ketiga.

(2) Pengadaan barang danjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
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(3) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian, serta upaya tertib administrasi
khususnya pengadaan barang/jasa, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
melakukan pengawasan dan pengendalian yaitu:
a. pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh

aparat pengawasan internal dan ekstemal pemerintah;
b. pengendalian administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang

diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang melalui pemantauan realisasi pengadaan
barang/jasa, dan laporan kineija penyedia barang/jasa;

c. PA/KPA wajib menyusun dan mengumumkan rencana umum pengadaan
barang/jasa (RUP) diawal tahun anggaran senilai total pagu pengadaan
tahun anggaran berjalan;

d. PA/KPA wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa setiap triwulan
kepada Bupati melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

e. pejabat Pembuat Komitmen wajib mengisi data kontrak pada aplikasi
sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada LPSE Kabupaten Tulang
Bawang;

f. dalam pelaksanaan pengendalian pengadaan barang/jasa, Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat
melaksanakan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa sesuai dengan
kebutuhan pada setiap rencana pengadaan atau pemilihan penyedia
barang/jasa pada SKPD; dan

g. PA/KPA diwajibkan menilai kineija penyedia barang/jasa untuk masing-
masing hasil pekeijaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa yang
bersangkutan, dan menyampiakan.

(4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya administrasi untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD, yaitu:
a. Honorarium pengguna barang/jasa, Pokja/Pejabat Pengadaan,

bendaharawan, dan staf pelaksana program/kegiatan/paket pekeijaan
sesuai Peraturan yang berlaku;

b. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen
prakualifikasi;

c. administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

(5) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah
sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
kegiatan/usaha;

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk
menyediakan barang/jasa;

c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan
dengan surat pemyataan yang ditandatangani penyedia barang atau jasa;

d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban

perpajakan tahun terakhir;
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f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pemah memperoleh paling
kurang 1 (satu) pekeijaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali
penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

h. tidak masuk dalam daftar hitam;
i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya

sama dengan di atas kecuali huruf f;
k. persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana

dimaksud pada huruf e dikecualikan untuk pengadaan langsung
dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

(6) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekegaan jasa
konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian

kewajiban pajak;
b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah

diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara,
atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui
oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;

c. mempunyai pengalaman di bidangnya.
(7) Pegawai Kernenterian/Lembaga/Perangkat daerah/Institusi dilarang menjadi

penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
tanggungan negara.

(8) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan
kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

(9) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses
Tender/Seleksi oleh Polga/Pejabat Pengadaan

(10) Dalam rangka pembayaran/pencairan uang terhadap hasil pengadaan
barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. nilai pembelian/pengadaan barang/jasa, baik melalui UP, GU, dan TU

sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilengkapi dengan
bukti pembelian (nota) dan bukti kas pengeluaran (BKP);

b. nilai pembelian/pengadaan barang/jasa, baik melalui UP, GU, dan TU
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) dilengkapi dengan surat pemesanan, bukti pembelian
(nota), Kuitansi, dan bukti kas pengeluaran (BKP);

c. untuk pengadaan jasa konsultansi selain dokumen yang telah ditentukan di
atas, juga melampirkan laporan dan hasil pekegaan;

d. nilai pengadaan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebani materai
Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk nilai pengadaan di bawah Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dibebani materai;

e. untuk jasa kegiatan pengadaan pekeijaan konstruksi secara
pelelangan/penunjukan langsung yang dikontrakkan (kontraktual) dilengkapi
dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekegaan oleh pihak
kegiatan/direksi bersama sama konsultan supervise (jika ada konsultan
supervisi), untuk selanjutnya dilakukan:
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f. Serah Tenma Pertama Pekeijaan (Progress Hand Over) Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekeijaan (PHO) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (P2K) diketahui oleh Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).

g. Serah Terima Kedua Pekeijaan (Final Hand Over) Setelah masa
pemeliharaan selesai dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO)
yang dibuat oleh (P2K) diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dan jaminan pemeliharaan dikembalikan kepada
penyedia barang/jasa.

(11) Belanja barang dan jasa dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan
keuangan daerah, berupa belanja barang habis pakai/tak habis pakai/bekas
pakai, jasa kantor, sewa tanah, peralatan dan mesin, sewa gedung dan
bangunan, sewa jalan/jaringan/irigasi, sewa aset tetap lainnya, jasa konsultansi
konstruksi/non konstruksi, jasa ketersediaan layanan, beasiswa pendidikan
ASN, kursus/pelatihan/sosialisasi/bimtek/pendidikan dan pelatihan, insentif
bagi Non ASN atas pemungutan pajak/retribusi daerah.

(12) Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan
akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi
proses pengadaan serta mendukung proses monitoring dan audit pengadaan
barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik;

(13) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik
menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;

(14) SPSE dan system pendukung dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP)

(15) Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi
informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik.

(16) Fungsi-fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi :
a. pengelolaan seluruh system informasi Pengadaan Barang/Jasa dan

infrastrukturnya.
b. pelayanan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system informasi

Pengadaan Barang/Jasa, dan
c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku

kepentingan.
Pasal 79

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c digunakan
untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban
pokok Utang berdasarkan peijanjian pinjaman.

Pasal 80

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d
digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha
milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat teijangkau oleh
masyarakat.
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(2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan
produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

(3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan
hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi
terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan
pertimbangan untuk memberikan subsidi.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
subsidi diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 81

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e diberikan
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik
negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranyafungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 82

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau
barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan teijadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sarnpai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
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(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Belanja Modal

Pasal 83

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b
digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. batas minimal kapitalisasi aset.

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
diatur dalam Perkada.

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja
modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Pasal 84

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b meliputi:
a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan
mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan,
irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dan dalam kondisi siap dipakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah
dan da_lam kondisi siap dipakai; dan

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi
definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.
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Pasal 85

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Mekanisme pelaksanaan belanja dana bagi hasil pajak kepada Pemerintah
Kampung:
a. semua dana bagi hasil pajak kepada Kampung harus disalurkan melalui

rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan harus masuk
ke rekening Kas Umum Daerah Kampung serta masuk dalam APB
Kampung yang bersangkutan;

b. apabila Kampung telah menetapkan peraturan kampung tentang APB
Kampung, maka pemerintah kampung harus menyesuaikan alokasi
dana bagi hasil pajak dimaksud pada peraturan kampung tentang
perubahan APB Kampung atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah
kampung yang tidak melakukan perubahan APB Kampung;

c. dana bagi hasil pajak kepada kampung disalurkan sesuai ketentuan
Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan;

d. persyaratan pencairan dana bagi hasil pajak kepada kampung
selengkapnya diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;

Pasal 86

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4)
huruf b diberikan kepada Kampung dalam rangka keija sama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan
sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;
b. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
c. bantuan Keuangan Daerah kabupaten kepada Kampung.

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau
khusus.

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah
Kampung penerima bantuan.

(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
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(7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APB
Kampung penerima bantuan.

(8) Mekanisme pencairan belanja bantuan kepada Kampung selengkapnya
diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 87

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf
c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi, menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya

serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 88

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.
(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundangundangan; dan/atau

c. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan
tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 89

(1) Transaksi pengeluaran kas di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk
tiap transaksi per penerima pembayaran dilakukan secara non tunai.

(2) Pengeluaran transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pembayaran atas beban APBD oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada setiap
penerima hak sesuai dengan besaran nilai nominal yang ada dalam Bukti Kas
Pengeluaran (BKP).

BAB IV
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 90

Penerimaan kas terdiri dart:
a. potongan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
b. potongan Asuransi Kesehatan;
c. potongan PPh;
d. potongan PPN; dan
e. potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri.

Pasal 91

Pengeluaran kas terdiri dari:
a. penyetoran Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
b. penyetoran Asuransi Kesehatan;
c. penyetoran PPh;
d. penyetoran PPN; dan
e. penyetoran Potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri

Pasal 92

(1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 yaitu:
a. Potongan Taspen:

Dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, terusan gaji dan
kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan memungut
luran Wajib Pegawai (IWP) dan Askes Pegawai dengan cara memotong
sebesar 10% dari gaji PNS setiap bulan untuk luran Wajib Pegawai (IWP).
Dari 10% potongan gaji tersebut 8% diantaranya ditujukan untuk Taspen
dengan rincian 4,75% untuk luran Pensiun dan 3,25% untuk tabungan hari
tua;

b. Potongan Askes:
Terhadap potongan Askes juga dilakukan pada luran Wajib Pegawai (IWP)
10% dari gaji PNS setiap bulannya dengan pembagian 2% dari IWP 10%
tersebut diperuntukkan bagi luran Pemeliharaan Kesehatan PNS;

c. Potongan PPH:
Potongan PPh dilakukan pada gaji PNS setiap bulannya dengan potongan
yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ditanggung oleh
Pemerintah. Apabila tidak memiliki NPWP maka terdapat tambahan PPh
Pasal 21 yang tidak ditanggung oleh Pemerintah;
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d. Potongan PPN:
Potongan PPN terhadap Gaji Pegawai tidak dilakukan karena terhadap Gaji
PNS hanya diberlakukan potongan PPH Pasal 21; dan

e. Potongan Tabungan Perumahan Pegawai:
Potongan Tabungan Perumahan Pegawai sesuai dengan pangkat/golongan
pegawai.

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yaitu:
a. Penyetoran Taspen:

Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk
selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

b. Penyetoran Askes:
Kewajiban pembayaran luran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
Asuransi Kesehatan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap
bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

c. Penyetoran PPH:
Penyetoran PPh terhadap gaji dilakukan bersamaan dengan penyetoran
Taspen dan Askes dan penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5
setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas
Negara;

d. Penyetoran PPN:
Penyetoran PPN selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya melalui Kas
Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara; dan

e. Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai:
Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai terhadap gaji pegawai selambat-
lambatnya tanggal 5 setiap bulannya sudah disetor ke Kas Negara.

BAB V

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 93

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank yang telah
ditunjuk setelah kuasa BUD menerima nota kredit yang dilakukan dengan cara,
yaitu:
a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga; dan
c. disetor melalui bendahara penerimaan pembantu oleh pihak ketiga.

Bagian Pertama
Prosedur Penerimaan Daerah yang Disetor Melalui Bendahara Penerimaan

Pasal 94

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah yang memiliki wewenang untuk menetapkan
Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) menerbitkan SKP-Daerah.
Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) ditetapkan oleh
Penguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran yangmemiliki Anggaran
Pendapatan Daerah. Dokumen SKP-Daerah dan SKR-Daerah dibuat rangkap
tiga, yang didistribusikan kepada:
a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;
b. lembar kedua kepada Bendahara Penerima di SKPD; dan
c. lembar ketiga sebagai arsip di PPKD/SKPD penerbit.
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(2) Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wajib retribusi
daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan.

(3) Bendahara penerimaan menerima dan menghitung setoran uang dari wajib
pajak daerah/wajib retribusi daerah serta mencocokkannya dengan arsip
SKP/SKR lembar kedua.

(4) Membuat Tanda Bukti Pembayaran/TBP/Bukti Lain yang sah rangkap tiga dan
mendistribusikannya masing-masing:
a. lembar kesatu untuk wajib pajak/wajib retribusi; dan
b. lembar kedua dan ketiga disimpan untuk arsip bendahara penerimaan.

(5) Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan ini kedalam Buku Kas
Umum dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.

(6) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian, bendahara penerimaan membuat
STS rangkap tiga yang berisi rincian pendapatan per rincian obyek pendapatan
serta jumlah total pendapatan.

(7) Bendahara penerimaan menyetorkan uang ke bank selambat lambatnya jam
tertentu setiap hari keija dengan menggunakan STS.
"Bendahara penerimaan tidak diperkenankan menyimpan uang tunai lebih dari
1 x 24 jam. Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau
dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran
dimaksud ditetapkan dalam peraturan Bupati”

(8) Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota Kredit.
Bank kemudian menyerahkan:
a. STS lembar kesatu dan kedua yang telah divalidasi kepada bendahara

penerimaan;
b. STS lembar ketiga sebagai arsip bank;
c. Nota Kredit/Bukti Transfer kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang
Bawang untuk dibuat rekapitulasinya.

(9) Berdasarkan STS lembar kesatu dan kedua, bendahara penerimaan kemudian
membukukan penyetoran ini dalam Buku Kas Umum Penerimaan dan Buku
Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan.

(10) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,

bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang
bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
Bupati menunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita
acara serah terima;

c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya, dan atau
pasal huruf b tetap berlaku sampai dengan berakhir tahun anggaran.
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Bagian Kedua
Prosedur Penerimaan Daerah Yang Disetor Melalui Bendahara Penerimaan

Pembantu

Pasal 95

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografis wajib pajak/wajib retribusi tidak
memungkinkan untuk dijangkau, atau dalam hal jumlah pungutan setoran dinilai
terlalu kecil, atau dalam hal pendapatan daerah yang tersebar, penatausahaan
penerimaan daerah dapat dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 96

(1) PPKD selaku BUD (c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah) yang memiliki
wewenang untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah)
menerbitkan SKP-Daerah. Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-
Daerah) ditetapkan oleh Penguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran yang
memiliki Anggaran Pendapatan Daerah. Dokumen SKP-Daerah dan SKR-
Daerah dibuat rangkap tiga, yang didistribusikan kepada:
a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;
b. lembar kedua sebagai arsip bendahara penerimaan pembantu di SKPD; dan
c. lembar ketiga sebagai arsip PPKD/SKPD penerbit.

(2) Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wajib retribusi
daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan pembantu.

(3) Bendahara penerimaan pembantu menerima dan menghitung setoran uang dari
wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah serta mencocokkannya dengan arsip
SKP/SKR lembar kedua.

(4) Membuat Tanda Bukti Pembayaran/TBP/Bukti Lain yang sah rangkap tiga dan
mendistribusikannya masing-masing:
a. lembar kesatu untuk wajib pajak/wajib retribusi;
b. lembar kedua sementara disimpan bendahara penerimaan pembantu yang

nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan; dan
c. lembar ketiga untuk arsip bendahara penerimaan pembantu.

(5) Bendahara penerimaan pembantu kemudian mencatat penerimaan ini kedalam
Buku Kas Penerimaan Pembantu, dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
Pembantu.

(6) Berdasarkan rekapitulasi harian pembantu, bendahara penerimaan pembantu
membuat STS rangkap tiga yang berisi rincian pendapatan per rincian obyek
pendapatan serta jumlah total pendapatan.

(7) Menyetorkan uang ke bank selambat lambatnya jam tertentu setiap hari kerja
dengan menggunakan STS.
"Bendahara penerimaan pembantu tidak diperkenankan menyimpan uang tunai
lebih dari 1x24 jam. Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit
dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu
penyetoran dimaksud ditetapkan dalam peraturan Bupati.”

(8) Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota Kredit.
Bank kemudian menyerahkan:
a. STS lembar kesatu sementara disimpan bendahara penerimaan pembantu

yang nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan;
b. STS lembar kedua yang telah divalidasi kepada bendahara penerimaan

pembantu;
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c. STS lembar ketiga sebagai arsip Bank;
d. Nota Kredit/Bukti Transfer kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang
Bawang untuk dibuat rekapitulasinya.

(9) Berdasarkan STS lembar kedua, bendahara penerimaan pembantu kemudian
membukukan penyetoran ini dalam Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu
dan Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan.

(10) Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan penerimaan yang
dikelolanya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu/SPJ Penerimaan kepada Bendahara Penerimaan setiap
bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pasal 97

Pelaksanaan pertanggungjawaban penerimaan daerah dilakukan oleh bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu

Pasal 98

(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban dimaksud dilampiri
dengan:
a. Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu;
b. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan;
c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu; dan
d. Copy SKP/SKR, bukti penerimaan dan penyetoran yang sah.

(2) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan milik bendahara penerimaan pembantu.

(3) Atas dasar bukti penerimaan dan pencatatan yang ada dan laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu, bendahara penerimaan
secara periodik membuat laporan pertanggungjawaban administratif kepada
Kepala SKPD melalui PPK-SKPD. Bendahara Penerimaan juga membuat laporan
pertanggung-jawaban fungsional yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD
c.q. Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tulang Bawang setelah diotorisasi PA paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan yang disampaikan dilampiri dengan:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan;
c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian ;dan
d. Copy SKP/SKR, bukti penerimaan dan penyetoran yang sah.

(5) Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dibuat
rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
a. lembar kesatu kepada Bendahara Penerimaan;
b. lembar Kedua sebagai arsip Bendahara Penerimaan Pembantu.
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(6) Laporan pertanggungjawaban administratif bendahara penerimaan dibuat
rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
a. lembar kesatu kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD; dan
b. lembar Kedua sebagai arsip Bendahara Penerimaan.

(7) Laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dibuat rangkap
4 (empat) dan disampaikan:
a. lembar kesatu kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

b. lembar Kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Akutansi pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

c. lembar Ketiga kepada PPK-SKPD; dan
d. lembar Keempat sebagai arsip Bendahara Penerimaan.

(8) Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD melakukan verifikasi,
evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan
pada SKPD yang paling lambat dikirimkan tanggal 10 bulan berikutnya dalam
rangka rekonsiliasi penerimaan. Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi
dan analisis diatur dalam peraturan Bupati.

(9) PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(10) Bendahara penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan.

(11) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam angka (9) dan (10) dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan kas yang disertai dengan register penutupan
kas.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH

Pasal 99

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam
lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD

Pasal 100

Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD ditetapkan, Kepala SKPD segera melakukan proses menyusunan DPA-SKPD.

Pasal 101

(1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD masing-masing
Kepala SKPD dan SKPKD menyusun DPA-SKPD dan DPA-SKPKD.
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(2) DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) selaku PPKD untuk disahkan oleh Kepala BPKAD setelah
mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) Sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui, dilakukan
verifikasi DPA-SKPD.

(4) Verifikasi DPA-SKPD dilakukan oleh PPKD (Bidang Anggaran), dibantu oleh
anggota/unsur TAPD.

(5) Kepala SKPD menyempumakan DPA-SKPD berdasarkan hasil verifikasi TAPD,
dan menyampaikan hasil penyempumaan kepada Tim Verifikasi untuk
disetujui. Persetujuan Tim Verifikasi dilakukan dengan memaraf masing-
masing dokumen DPA-SKPD.

(6) Hasil penyempumaan DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala BPKAD
(PPKD) untuk diproses lebih lanjut pengesahannya.

Bagian Kedua
Penyusunan Anggaran Kas

Pasal 102

Anggaran Kas disusun berdasarkan perkiraan penerimaan daerah setiap
bulannya dengan perkiraan pengeluaran daerah setiap bulannya.

Pasal 103

(1) Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan
jadwal pelaksanaan kegiatannya.

(2) Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling
lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

(3) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua)
hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

(4) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan
menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana

dalam DPA-SKPD.
(5) Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi,

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.
(6) Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah

kepada PPKD selaku BUD.
(7) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak
dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

Bagian Ketiga
Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasal 104

(1) SPD dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas. Manajemen kas adalah
kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap
SKPD, BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemerintah
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Daerah dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. SPD digunakan untuk
penyediaan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu.

(2) Pengajuan SPD oleh SKPD didasarkan oleh Anggaran Kas dengan
mempertimbangkan:
a. ketersediaan dana di kas daerah; dan
b. prioritas belanja daerah dengan mengutamakan prinsip efektif dan efesien.

(3) Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat
dan harus dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan, PPKD selaku BUD
membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan.

(4) Ketentuan Pelaksanaan
a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas

pemerintah daerah;
b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD

untuk disahkan; dan
c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.

(5) Perangkat Daerah wajib untuk mengambil SPD yang telah dilegalisir.

Pasal 105

(1) Berdasarkan Anggaran Kas dan DPA, Kepala SKPD mengajukan permohonan
penerbitan SPD kepada PPKD selaku BUD, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. SPD untuk belanja pegawai untuk belanja gaji dan tunjangan diajukan tiap

bulan;
b. SPD untuk belanja pegawai selain gaji dan tunjangan diajukan sesuai

dengan kebutuhan; dan
c. SPD untuk belanja daerah untuk sub kegiatan diajukan sesuai dengan

kebutuhan;
(2) Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD menerima Surat Permohonan

Penerbitan SPD, kemudian memeriksa kebenaran jumlah permohonan
penerbitan SPD tersebut dengan jumlah menurut DPA untuk memastikan
masih tersedia dana dalam DPA SKPD yang bersangkutan serta mengecek
ketersediaan dana dalam Kas Daerah untuk Penerbitan SPD.

(3) Jika tidak benar, maka surat permohonan tersebut dikembalikan kepada
Kepala SKPD. Jika benar, maka Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD
Kabupaten Tulang Bawang menyiapkan konsep SPD dan diserahkan ke PPKD
selaku BUD untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.

(4) PPKD selaku BUD, melakukan evaluasi atas konsep SPD yang diterima dari
kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang.
Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan
dalam lembar konsep SPD. PPKD selaku BUD kemudian menandatangani dan
menyerahkan konsep SPD kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SPD.

(5) Kuasa BUD menyiapkan SPD dan lampirannya dalam rangkap 4 kemudian
diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi.

(6) SPD yang telah diotorisasi PPKD selaku BUD selanjutnya dikirimkan kepada:
a. Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang

(SPD lembar ke-1 dan ke-4);
b. Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Tulang

Bawang (SPD lembar ke-2);
c. Kepala SKPD (SPD lembar ke-3), untuk selanjutnya digunakan sebagai

dasar pengajuan SPM;
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(7) Berdasarkan SPD lembar ke-1, Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD
Kabupaten Tulang Bawang mencatatnya dalam Register SPD Penyediaan
Dana.

(8) Pada akhir hari keija, Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD
Kabupaten Tulang Bawang mengisi data Register untuk Penerbitan SPD sebagai
dasar penerbitan SPD di hari berikutnya.

(9) Berdasarkan SPD lembar ke-2 Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
BPKAD Kabupaten Tulang Bawang membukukan SPD ke Kartu Pengawasan
Penyediaan Dana dan Realiasi Anggaran.

Bagian Keempat
Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pasal 106

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu dan PPTK, atau bendahara khusus bantuan untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Pasal 107

Jenis-jenis SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 adalah:
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP), dipergunakan untuk mengisi uang persediaan

(UP) tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun;
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU), dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah

terpakai;
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dipergunakan hanya untuk permintaan

tambahan uang, apabila ketersediaan saldo UP tidak cukup untuk
membiayainya;

d. SPP Langsung (SPP-LS), dipergunakan untuk pembayaran langsung dengan
jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:
1. gaji dan tunjangan;
2. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
3. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
e. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke

rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan
dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya
dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara
pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu).

f. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain:
1. hibah berupa uang;
2. bantuan sosial berupa uang;
3. bantuan keuangan;
4. subsidi;
5. belanja transfer;
6. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang

teijadi pada tahun anggaran sebelumnya; dan
7. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi

APIP dan/atau rekomendasi BPK.



-60-

g. SPP UP/GU/TU/LS disiapkan dalam satu berkas pengajuan SPP yang
terdiri dari:

1. Surat Pengantar SPP;
2. Ringkasan SPP;
3. Rincian SPP;
4. Salinan SPD/SK Uang persediaan; dan
5. Dokumen lain yang diperlukan.

Paragraf 1
Pengajuan SPP UP

Pasal 108

(1) Pengajuan SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Berdasarkan
besaran nilai uang persediaan yang diajukan dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan bagi SKPD.

(2) Untuk mengajukan SPP-UP, berkas pengajuan SPP-UP harus dilampiri dengan
konsep surat pemyataan tanggung jawab PA yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
selain uang persediaan.

(3) Bendahara pengeluaran SKPD dapatmelimpahkan sebagian UP yang dikelolanya
kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 109

Mekanisme dan prosedur pengajuan SPP-UP oleh SKPD ditetapkan sebagai
berikut:
a. Berdasarkan SPD dan/atau yang disamakan yang diterima dari PA dan

memperhatikan anggaran dalamDPA-SKPD, bendahara pengeluaran
menyiapkan SPP-UP beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan dan
memperhatikan tanggal dan nomor SPP sesuai urutan;

b. Berkas SPP-UP kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas
penerima SPP;

c. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-UP dan
mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

d. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-UP sesuai dengan check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

e. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda
terima SPP-UP berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;

f. Berkas pengajuan SPP-UP yang telah lengkap beserta check list kelengkapan
berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP
kepada PPK-SKPD;

g. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-UP meliputi:
1. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan

yang berlakujdan
2. Memeriksa jumlah rupiah SPP-UP sesuai dengan jumlah yang telah

ditetapkan dalam peraturan Bupati;
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h. Dalam hal dokumen SPP tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD menyiapkan
konsep surat penolakan penerbitan SPM-UP selambat-lambatnya 2 (dua)
hari sejak berkas SPP-UP diterima dan mengembalikan berkas SPP-UP kepada
bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;

i. Dalam hal dokumen SPP-UP telah lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD
menyiapkan SPM-UP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak berkas SPP-UP
dinyatakan lengkap dan sah, disertai dengan surat pemyataan tanggung jawab
PA untuk mendapatkan otorisasi PA;

j. Berkas SPP-UP dibuat 3 rangkap dengan distribusi sebagai berikut:
1. SPP-UP lembar 1 (Asli) untuk Kuasa BUD;
2. SPP-UP lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang
Bawang;dan

3. SPP-UP lembar 3 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.
k. Berdasarkan SPP-UP lembar 3, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan

SPP-UP dalam register SPP.

Paragraf 2
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-GU

Pasal 110

Persiapan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
Besamya penggantian uang persediaan (pengisian kembali UP) yang dapat diajukan
adalah setelah dana UP dipergunakan sekurang-kurangnya 70% dari dana UP yang
diterima sesuai dengan penyediaan dana (SPD).

Pasal 111

Untuk mengajukan SPP-GU, berkas pengajuan SPP-GU harus dilampiri dengan:
a. Surat pemyataan tanggungjawab PA yang menyatakan bahwa uang yang

diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain
ganti uang persediaan;

b. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ- Administratif) atas
penggunaan dana UP / GU sebelumnya beserta lampiran dan bukti-bukti
pendukungnya;

c. Ringkasan SPP-GU;
d. Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincian

objek; dan
e. Surat keterangan dari BPKAD melalui Bidang Akuntansi.

Pasal 112

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-GU dilakukan sebagai berikut :
a. Bendahara pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-GU yang akan

diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD. Jika
temyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus mengajukan
permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui PA;

b. Berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dari PA dan SPJ serta
salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-GU beserta
lampirannya dalam satu berkas pengajuan;
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c. Berkas SPP-GU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas
penerima SPP;

d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-GU dan
mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

e. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-GU sesuai dengan check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

f. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-GU berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;

g. Berkas pengajuan SPP-GU yang telah lengkap beserta check list kelengkapan
berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP
kepada PPK-SKPD;

h. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-GU meliputi:
1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-GU beserta

lampiran dan bukti-bukti pendukung sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran;

i. Dalam hal dokumen SPP-GU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD
menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-GU selambat-lambatnya
1 ( s a t u ) hari sejak berkas SPP-GU diterima dan mengembalikan
berkas SPP-GU kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;

j. Dalam hal berkas pengajuan SPP-GU telah lengkap dan sah, PPK-SKPD
menyiapkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
(lihat dalam prosedur pertanggungjawaban bendahara pengeluaran) dan
Konsep SPM-GU untuk diotorisasi PA;

k. PA melakukan evaluasi atas konsep Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran dan konsep SPM-GU yang diterima dari PPK-SKPD.
Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan
dalam lembar konsep. PA kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep
Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan konsep
SPM-GU untuk diterbitkan SPM-GU;

1. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan SPP-GU
dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi :
1. Lembar 1 untuk PA atau PPK-SKPD;
2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang; dan
3. Lembar 3 untuk arsip Bendahara Pengeluaran;

m. Berdasarkan SPP-GU lembar 3, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-GU dalam register SPP; dan

n. Penyiapan SPM-GU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-GU dinyatakan
lengkap dan sah;
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Paragraf 3
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-TU

Pasal 113

Pengajuan SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu setelah menerima pemberitahuan tentang keperluan dana untuk
pelaksanaan kegiatan yang mendesak harus dilaksanakan dari PPTK, sementara
dana UP/GU tidak cukup untuk membiayai kegiatan berkenaan.

Pasal 114

Untuk mengajukan SPP-TU, berkas pengajuan SPP-TU harus dilampiri dengan:
a. konsep surat pemyataan tanggung jawab PA yang menyatakan bahwa:

1. dana tambahan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak
yang akan habis digunakan dalam 1 (satu) bulan;

2. apabila terdapat sisa dana TU, harus disetorkan ke rekening Kas Daerah;
dan

3. tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara
langsung.

b. surat keterangan yang memuat rincian rencana penggunaan dana tambahan
uang dari PA/KPA;

c. rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir pada SKPD (jika diperlukan);
d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran/

bendahara pengeluaran pembantu atas penggunaan dana TU sebelumnya;
e. surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU secara rinci setiap

program, kegiatan dan rincian objek;
f. PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU, berdasarkan

rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan
dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU,
yaitu:
1. kegiatan yang bersifat mendesak; dan
2. tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

g. PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat
pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar
Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian
Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan;

h. setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU kepada PPKD; dan

i. batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari PPKD,
dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan belanja TU.

Pasal 115

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-TU adalah sebagai berikut:
a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu memastikan bahwa

jumlah SPP-TU yang akan diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam
SPD dan DPA-SKPD. Jika temyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih
dahulu harus mengajukan permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui PA;



-64-

b. berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dan PA dan salinan DPA-SKPD,
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan SPP-
TU beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;

c. berkas SPP-TU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
melalui petugas penerima SPP;

d. petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-TU dan
mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

e. petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu untuk melengkapi kekurangan dalam berkas
pengajuan SPP-TU sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan
SPP;

f. petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda
terima SPP-TU berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;

g. berkas pengajuan SPP-TU yang telah lengkap beserta check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas
penerima SPP kepada PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD;

h. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP
meliputi:
1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-TU beserta

lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk

memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan tidak melampaui
batas pagu anggaran.

i. dalam hal dokumen SPP-TU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-TU
selambat- lambatnya 1 hari sejak berkas SPP-TU diterima dan
mengembalikan berkas SPP-TU kepada bendahara pengeluaran untuk
diperbaiki;

j. dalam hal berkas pengajuan SPP-TU telah lengkap dan sah, PPK-
SKPD menyiapkan Konsep SPM-TU untuk diotorisasi Pengguna Anggaran;

k. Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-TU yang diterima
dari PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi
yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Pengguna Anggaran
kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM-TU untuk
diterbitkan SPM-TU;

1. SPP-TU dibuat dalam rangkap 3 dengan distribusi:
1. Lembar 1 (Asli) untuk Kuasa BUD;
2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang; dan
3. Lembar 3 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.

m. berdasarkan SPP-TU lembar 3, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-TU dalam register SPP;

n. penyiapan SPM-TU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-TU
dinyatakan lengkap dan sah;

o. dalam hal telah dipertanggungjawabkannya Tambahan Uang (TU) selambat-
lambatnya satu bulan dari diterimanya, maka untuk menetralkan uang
persediaan (UP) bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
mengajukan SPP, SPM-TU Nihil yang harus dilampiri dengan:
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1. Pengantar;
2. Rekapitulasi belanja;
3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah;
4. Pengesahaan pertanggungjawaban; dan
5. Rekomendasi persetujuan SPJ dari kuasa BUD Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Bidang Akuntansi.

Paragraf 4
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Pasal 116

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji/ tunjangan dilakukan oleh bendahara
pengeluaran.

Pasal 117

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 116 melampirkan dokumen:
a. Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas;
b. SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala;
c. Surat Pemyataan Pelantikan, Surat Pemyataan Masih Menduduki Jabatan,

Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas;
d. Daftar Keluarga (KP4), Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akte Kelahiran, SKPP;
e. Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas;
f. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian; dan
g. SSPPPh Pasal 21.

Pasal 118

Kelengkapan tersebut diatas sesuai peruntukannya. Jika SKPD belum
menggunakan software aplikasi gaji, daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji
disiapkan oleh Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten
Tulang Bawang.

Pasal 119

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan adalah sebagai
berikut:

a. Bendahara Pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-LS Gaji dan
Tunjangan yang akan diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam
SPD dan DPA- SKPD. Jika temyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih
dahulu harus mengajukan permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui
Pengguna Anggaran;

b. Berdasarkan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka
Wafat/Tewas yang diterima dari Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
BPKAD Kabupaten Tulang Bawang, dan memperhatikan ketersediaan dana
dalam SPD dan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-LS Gaji
dan Tunjangan beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;

c. Berkas SPP-LS Gaji dan Tunjangan kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD
melalui petugas penerima SPP;

d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS Gaji
dan Tunjangan dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;
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e. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan
Tunjangan sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

f. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda
terima SPP-LS Gaji dan Tunjangan berkenaan dan mencatatnya dalam register
SPP;

g. Berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan yang telah lengkap beserta
check list kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh
petugas penerima SPP kepada PPK-SKPD;

h. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP meliputi:
1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP- LS Gaji dan

Tunjangan beserta lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk

memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan tidak melampaui
batas pagu anggaran.

i. Dalam hal dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan tidak lengkap dan/atau
sah, PPK-SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM- LS Gaji
dan Tunjangan selambat-lambatnya l(satu) hari sejak berkas SPP diterima
dan mengembalikan berkas SPP kepada bendahara pengeluaran untuk
diperbaiki;

j. Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan telah lengkap dan
sah, PPK-SKPD menyiapkan Konsep SPM- LS Gaji dan Tunjangan untuk
diotorisasi Pengguna Anggaran;

k. Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-LS Gaji dan
Tunjangan yang diterima dari PPK-SKPD. Apabila ditemukan adanya
kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep.
Pengguna Anggaran kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep
SPM-LS Gaji dan Tunjangan untuk diterbitkan SPM- LS Gaji dan Tunjangan;

1. SPP-LS Gaji dan Tunjangan dibuat dalam rangkap 3 dengan distribusi:
1. Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran atau PPK-SKPD;
2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang; dan
3. Lembar 3 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.

m. Berdasarkan SPP-LS lembar 3, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-LS dalam register SPP; dan

n. Penyiapan SPM-LS Gaji dan Tunjangan selambat-lambatnya 2 hari sejak
berkas SPP-LS Gaji dan Tunjangan dinyatakan lengkap dan sah;

Paragraf 5
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP LS Kepada Pihak Ketiga Atas Pengadaan

Barang dan Jasa

Pasal 120

Penyiapan dokumen pendukung SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa
kepada pihak ketiga dilakukan oleh PPTK-SKPD/PPTK unit SKPD yang menangani
kegiatan pengadaan barang/jasa bersangkutan untuk disampaikan kepada
bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
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Pasal 121

Berkas pengajuan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa kepada pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 harus dilampiri dengan syarat-
syarat berupa dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain:
a. Salinan Surat Penyediaan Dana;
b. Faktur pajak ditandatangani Wajib Pajak;
c. SSP yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran SKPD;
d. Kontrak/SPK antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak ketiga

yang mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
e. Berita Acara Serah Terima/Pekeijaan/Barang/Jasa;
f. Berita Acara Pembayaran;
g. Berita Acara Prestasi Keija;
h. Berita acara jaminan uang muka dan pemeliharaan;
i. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga,

Bendahara, PPTK/atau penerima barang diketahui PA/KPA;
j. Surat jaminan bank;
k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta

unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
1. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan

diluar wilayah keija;
m. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekeijaan dari PPTK

apabila pekeijaan mengalami keterlambatan;
n. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekeijaan/hasil jasa;
o. Potongan BPJS Ketenagakeijaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakeijaan);
p. Khusus untuk pekeijaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan

biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekeijaan dilampiri
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pertahapan waktu
pekeijaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran; dan

q. Khusus untuk belanja modal, belanja hibah, jasa konsultan perencanaan fisik,
jasa konsultan pengawasan fisik dan belanja pemeliharaan melampirkan surat
keterangan dari BPKAD melalui Bidang Aset.

Pasal 122

Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yang
diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS
kepada PPTK untuk dilengkapi.

Pasal 123

(1) Berdasarkan tagihan dari pihak ketiga, PPTK menyiapkan syarat-syarat
pembayaran berupa dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa seperti
tersebut diatas untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran;

(2) Dokumen pengadaan, Berita Acara Serah Terima Pekeijaan Barang dan Jasa,
Berita Acara Pembayaran, serta Berita Acara Pemeriksaan
Pekeijaan/barang/jasa di buat sekurang-kurangnya rangkap lima dan
disampaikan kepada:
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a. asli dan satu tembusan untuk lampiran SPP;
b. masing-masing satu tembusan untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran dan pihak ketiga/rekanan; dan
c. satu tembusan untuk PPTK.

(3) Berdasarkan SPD dan salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan
SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk pembayaran kepada pihak ketiga
beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;

(4) Berkas SPP-LS beserta lampirannya kemudian diserahkan kepada PPK-
SKPD/PPK unit SKPD melalui petugas penerima SPP;

(5) Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS
dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

(6) Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran/PPTK
untuk melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS sesuai dengan
check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

(7) Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda
terima SPP-LS berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP

(8) Berkas pengajuan SPP-LS yang telah lengkap beserta check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas
penerima SPP kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD;

(9) PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP
meliputi:
a. memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP-LS pengadaan barang

dan jasa untuk pembayaran Pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

b. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran; dan

c. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama

orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
2. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan

dengan prestasi keija yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang
tercantum dalam kontrak ); dan

3. jadwal waktu pembayaran apakah sesuai dengan bunyi kontrak.
(10) Dalam hal dokumen SPP- LS tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD/PPK unit

SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM selambat-
lambatnya 1 hari sejak berkas SPP-LS diterima dan mengembalikan berkas
SPP- LS kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;

(11) Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS telah lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK
unit SKPD menyiapkan konsep SPM-LS untuk diotorisasi Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

(12) Kepala SKPD melakukan evaluasi atas konsep SPM- LS yang diterima dari
PPK- SKPD/PPK unit SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi
yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Kepala SKPD kemudian
menandatangani dan menyerahkan konsep SPM- LS untuk diterbitkan SPM-
LS;
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(13) SPP-LS barang dan jasa untuk pembayaran kepada pihak ke-3 dibuat
dalam rangkap 3 dengan distribusi:
a. Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau

PPK- SKPD/PPK unit SKPD;
b. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang; dan
c. Lembar 3 untuk arsip Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu.
(14) Berdasarkan SPP-LS lembar 3, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat penerbitan SPP-LS dalam register SPP;
(15) Penyiapan SPM-LS selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-LS

dinyatakan lengkap dan sah;

Paragraf 6
Kepada Pihak Ketiga Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 124

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya :
(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS

Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Kepala
Daerah dan dokumen pendukung lainnya.

(2) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan keputusan kepala
daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh
bendahara pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi
rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan dengan langkah antara lain:
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada

Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran
kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;

c. meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan
Kepala Daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang
didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

(5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada
PA/KPA melalui PPKSKPD/PPK-Unit SKPD.

Pasal 125

Prosedur pengajuan SPP belanja pengeluaran SKPKD diperlakukan sama seperti
prosedur pengajuan SPP UP/GU/TU atau SPP LS. Sedangkan bukti-bukti
pendukung yang harus dilampirkan adalah:
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a. Bukti Kas Pengeluaran (BKP)/Bukti kwitansi yang ditandatangani penerima
diatas materai;

b. Naskah peijanjian pinjaman/perhitungan bunga dan jadwal pembayaran
bunga hutang;

c. Hasil audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
d. Naskah peijanjian Hibah;
e. Surat permohonan/proposal yang telah mendapatkan persetujuan Bupati;
f. Keputusan Bupati untuk penggunaan dana belanja tak terduga;
g. Laporan pelaksanaan kegiatan/laporan penggunaan dana yang dibuat oleh

penerima dana; dan
h. Dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Kelima
Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)

Pasal 126

(1) SPM disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK unit SKPD diparaf dan ditandatangani
oleh Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diserahkan kepada Kuasa
BUD.

(2) Jenis-jenis SPM yang disiapkan PPK-SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran
tergantungdarijenisSPPyang diajukan oleh bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu atau Bendahara Bantuan pada SKPKD.

(3) Jenis-jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. SPM-UP;
b. SPM-GU;
c. SPM-TU;
d. SPM-LS gaji/tunjangan;
e. SPM-LS pengadaan barang dan jasa;
f. SPM-LS pihak ketiga lainnya; dan
g. SPM- UP/TU NIHIL.

Bagian Keenam
Syarat-Syarat Kelengkapan Penerbitan SPM

Pasal 127

Pengajuan berkas SPM oleh PA/Kuasa PA ditujukan kepada kuasa BUD sebagai
dasar penerbitan SP2D.

Pasal 128

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pemyataan
tanggung jawab pengguna anggaran. Besaran uang persediaan yang diminta sesuai
dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Besaran Uang Persediaan
masing- masing SKPD pada Tahun Anggaran 2022.

Pasal 129

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D adalah:
a. Surat Permintaan Membayar pembebanan kode rekening program kegiatan;
b. Surat pemyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
c. Surat ringkasan pengeluaran program kegiatan per rincian obyek belanja; dan
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d. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas belanja sebelumnya yang
di sahkan oleh Kuasa BUD Bidang Akuntansi.

Pasal 130

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah:
a. Surat Permintaan Membayar pembebanan kode rekening program kegiatan;
b. Surat Pemyataan tanggung jawab pengguna anggaran; dan
c. Surat Keterangan Pengajuan SPM-TU yang berisi tentang rincian rencana

penggunaan tambah uang.

Pasal 131

Kelengkapan Dokumen SPM-LS gaji/tunjangan untuk penerbitan SP2D adalah:
a. Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji yang ditandatangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran; dan
b. Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal teijadi perubahan pada daftar

gaji.

Pasal 132

SPM-LS untuk pembayaran pengadaan barang/pekeijaan konstruksi/konsultansi/
jasa lainnya kepada pihak Ke-3 untuk penerbitan SP2D adalah:
a. Lampiran untuk pengajuan SPM LS pengadaan barang/jasa untuk pengajuan

penerbitan SP2D:
1. SPD;
2. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
3. Surat pemyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
5. Berita Acara Serah Terima Barang;
6. Berita Acara Pembayaran; dan
7. SSP dan faktur pajak.

b. Lampiran SPM LS pekeijaan konstruksi untuk pengajuan penerbitan SP2D:
1. Untuk Uang Muka:

a. SPD;
b. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA
c. Surat pemyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
d. Berita Acara Pembayaran; dan
e. Fotocopy Jaminan Uang Muka yang dilegalisir.

2. Untuk Pembayaran secara Letter of Credit/Termin berdasarkan Monthly
Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan/Invoice (laporan):
a. MC;
b. Laporan Prestasi Pekeijaan/Kemajuan Pekeijaan;
c. Surat pemyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
d. Berita Acara Pembayaran; dan
e. SSP dan Faktur.

3. Untuk Pembayaran Retensi:
a. Sertifikat retensi;
b. Surat pemyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
c. Berita Acara Pembayaran; dan
d. SSP dan Faktur.
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4. Untuk Pembayaran 100% Pekeijaan:
a. SPD;
b. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
c. Surat pemyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
d. Berita Acara Pemeriksaan;
e. Berita Acara Serah Terima Pekeijaan;
f. Berita Acara Pembayaran; dan
g. SSP dan faktur.
h. Lampiran SPM LS jasa konsultansi untuk SP2D:

5. SPD;
6. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
7. Surat pemyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
8. Berita Acara Pemeriksaan;
9. Berita Acara Serah Terima Pekeijaan;

10. Berita Acara Pembayaran; dan
11. SSP dan faktur.

Pasal 133

SPM UP/TU NIHIL
a. surat pengantar mencantumkan nilai SP2D Uang Persediaan (UP) dan Tambah

Uang (TU) SP2D dilampirkan;
b. pengesahan atas pertanggungjawaban belanja UP/TU;
c. surat keterangan persetujuan pertanggungjawaban dari kuasa BUD Bidang

Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang
Bawang;

d. tanda bukti setor sisa UP/TU ;
e. wajib menyampaikan SPM UP NIHIL 2 hari sebelum Tahun Anggaran berakhir;
f. tanda bukti pengeluaran yang sah;
g. surat pemyataan tanggung jawab belanja;
h. pengesahan BLUD atas realisasi pendapatan dan belanja BLUD.
i. apabila diakhir tahun masih terdapat pendapatan dan belanja BLUD yang

belum dapat disahkan, maka dapat dilakukan pengesahan pada awal tahun
berikutnya.

Bagian Ketujuh
Prosedur Penerbitan SPM

Pasal 134

(1) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar UP:
a. berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-

SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP
dengan SK Kepala Daerah;

b. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan
rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft
SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan

c. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari
sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
2. Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD.



-73-

(2) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar GU:
a. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP

beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran
dengan langkah berikut:
1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran;
2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait

telah disediakan;
3. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumen

perpajakan terkait; dan
4. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan

UP, dan bukti-bukti transaksinya.
b. apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempumaan
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak
diterimanya SPP-GU.

c. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD
menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan
dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

d. Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama
2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dein sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
1. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
2. Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist

kelengkapan dokumen.
(3) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar TU:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan
langkah sebagai berikut:
1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran;
2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait

telah disediakan; dan
3. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan

permintaan Perintah Membayar TU.
b. apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempumaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU;

c. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD/PPK-Unit
SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang didokumentasikan
dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan

d. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari
sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
2. Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen.
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(4) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar LS
a. Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen
pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan
langkah berupa:
1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran;
2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait

telah disediakan;
3. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana
yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;

4. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
5. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen

pendukungnya.
b. apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempumaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS;

c. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD/PPK-Unit
SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang
didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA;

d. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari
sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
1. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
2. Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen; dan
3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA.

e. penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak
dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Bagian Kedelapan
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pasal 135

Dalam sistem penatausahaan pengeluaran daerah, syarat yang diperlukan untuk
mencairkan dana adalah dokumen SP2D. SP2D dibuat untuk memenuhi
permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kepala SKPD. Pengaturan perintah
pencairan dana adalah sebagai berikut :
(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari

PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra keijanya.
(2) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
(3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa
Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum
dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
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(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
a. tidak dilengkapi Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak
diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 136

Jenis-jenis SP2D dikategorikan sesuai dengan SPM yang mendasari
penerbitan SP2D, yaitu:
a. SP2D-UP;
b. SP2D-GU;
c. SP2D-TU;
d. SP2D-LS gaji/tunjangan;
e. SP2D-LS pengadaan barang dan jasa;
f. SP2D-LS pihak ketiga lainnya; dan
g. SP2D-UP/TU NIHIL.

Pasal 137

Bagian Kesembilan Penerbitan SP2BP

(1) Kepala SKPD pada BLUD menyampaikan SP3BP BLUD kepada Kuasa BUD
Bidang Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang dengan
kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;

(2) Berdasarkan SP3BP BLUD, BUD/kuasa BUD menerbitkan SP2BP;
(3) Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Tulang Bawang meneliti kelengkapan dokumen pengajuan
SP3BP BLUD untuk diterbitkan SP2BP BLUD. Pengujian SP3BP mencakup
pengujian yang bersifat substantif dan formal sebagai berikut:
a. Pengujian Substantif dilakukan untuk:

1. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SP3BP;
dan

2. menguji ketersediaan dana pada rekening sampai dengan rincian obyek
dalam DPA SKPD yang ditunjuk dalam SP3BP tersebut.

b.Pengujian Formal dilakukan untuk:
1. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan

huruf;
2. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat

cacat dalam penulisan;
3. memeriksa dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai dasar

penagihan; dan
4. memeriksa dokumen ringkasan kontrak.

(4) Berkas pengajuan SP3BP BLUD serta kelengkapannya yang disetujui untuk
diterbitkan SP2BP diproses untuk diterbitkan dan ditandatangani selambat-
lambatnya 5 (Lima) hari keija sejak diterima SP3BP. Pengesahan BLUD dibuat
rangkap 3 (tiga) dibubuhi stempel.

(5) Berkas pengajuan SP3BP BLUD yang ditolak oleh kuasa BUD c.q. Bidang
Akuntansi pada BPKAD harus diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2BP
yang ditandatangani selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari keija sejak diterima
SP3BP serta dilakukan pencatatan ke dalam register surat penolakan
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penerbitan SP2BP. Surat Penolakan Penerbitan SP2BP dibuat rangkap 2 (dua)
dan disampaikan:
a. Lembar kesatu kepada Kepala SKPD BLUD; dan
b. Lembar kedua sebagai arsip di kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
(6) Berdasarkan SP3BP dan SP2BP BLUD Bendahara pengeluaran melakukan

pencatatan di buku yang dikelola serta pengarsipan;
(7) Berdasarkan SP2BP, Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada BPKAD

melakukan pencatatan ke dalam Kartu Pengawasan Penyediaan Dana dan
Realiasi Anggaran serta Kartu Pengawasan Realiasi Belanja per Kode Rekening;

(8) Berdasarkan SP3BP dan SP2BP BLUD, Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang
melakukan pencatatan ke dalam Register SP2BP;

(9) SP2BP BLUD merupakan pengakuan terhadap penerimaan pendapatan dan
penggunaan belanja yang dilakukan pada BLUD;

(10) SP2BP BLUD dan lampirannya menjadi dasar dalam penyusunan laporan
keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah;

(11) Lampiran SP2BP terdiri dari:
a. Realisasi pendapatan BLUD berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

BLUD dan berdasarkan DPA BLUD; dan
b. Realisasi belanja BLUD berdasarkan RBA BLUD dan berdasarkan DPA BLUD.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan UP/GU/TU

Pasal 138

Penatausahaan UP/GU/TU yang dikelola oleh bendahara pengeluaran meliputi
pengelolaan uang kas/bank, penatausahaan bukti-bukti pengeluaran dan
pencatatan ke dalam buku-buku penatusahaan bendahara pengeluaran.

Pasal 139

Penatausahaan UP/GU/TU berupa:
a. Buku Kas Umum Pengeluaran;
b. Buku Pembantu Bank;
c. Buku Pembantu Kas;
d. Buku Pembantu Panjar;
e. Buku Pembantu Pajak; dan
f. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Belanja.

Pasal 140

Penatausahaan yang terkait dengan pengelolaan UP/GU/TU oleh bendahara
pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut:
a. berdasarkan SP2D atas pengajuan SPM UP/GU/TU yang diterima, bank

mentransfer uang ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu dengan menerbitkan nota debet atas pengeluaran uang dari
rekening kas daerah.

b. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mencatat transfer
masuk ini kedalam Buku Kas umum dan Buku Pembantu Bank pada
sisi penerimaan;



-77-

c. pencatatan SP2D untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa, dimana
SP2D dicairkan oleh rekanan/pihak tiga, bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu melakukan pencatatan administratif pada Buku Kas
Umum pada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran termasuk pajak dan PPh
dan PPn (masuk keluar);

d. mekanisme pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa pengeluaran kas
berdasarkan bukti pengeluaran dan pengeluaran kas berupa panjar. Hal ini
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran:

a. PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang
dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia
barang/jasa;

b. Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan
bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara
materiil;

c. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD;
d. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan

persetujuan;
e. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan

kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
f. Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai

dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi;

g. berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
proses pembayaran langsung secara tunai dan/atau non tunai; dan

h. pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
ke rekening pihak penyedia barang/jasa.

2. Pengeluaran kas berupa panjar:
a. Pengajuan Uang Panjar:

1. PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan
rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD;

2. PPTK menyiapkan NPD;
3. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan

persetujuan;

4. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu; dan

5. berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara tunai
dan/atau non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu ke
rekening PPTK.
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b. Pelaksanaan Belanja:
1. setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan

belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya.
Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan
belanja secara materil;

2. dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri
dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai
bahan pertanggungjawaban belanja;

3. berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan
pembayaran tersebut secara tunai dan/atau non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke
rekening PPTK; dan

4. berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan
uang panjar secara tunai dan/atau non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara
Pengeluaran.

Bagian Kesebelas
Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 141

(1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu secara administratif
wajib mempertanggung-jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan kepada PA/KPA dengan cara membuat
dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran SPJ-Administratif.

(2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD secara
fungsional, juga wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 142

Prosedur pertanggungjawaban uang persediaan oleh bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD

mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD/PPK unit SKPD dengan membuat Surat
Pertanggungjawaban Pengeluaran;
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b. pengajuan surat pertanggungjawaban pengeluaran uang persediaan/ganti
uang persediaan dilakukan pada saat akan dimintakan dana pengganti
(revolving fund) atas uang persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran;

c. surat pertanggungjawaban pengeluaran yang disampaikan kepada pengguna
anggaran/kuasa perngguna anggaran melalui PPK-SKPD/PPK unit SKPD
dilampiri dengan:
1. Buku kas umum;
2. Ringkasan pengeluaran per program kegiatan rincian obyek yang disertai

dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap
rincian obyek yang tercantum dalam rekapitulasi pengeluaran per rincian
obyek dimaksud;

3. Bukti atas penyetoran ppn/pph ke kas negara; dan
4. Register penutupan kas.

d. PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan pencatatan atas surat
pertanggungjawaban pengeluaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
kedalam Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran;

e. PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan verifikasi atas surat
pertanggungjawaban yang disampaikan, meliputi:
1. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan (pengujian material);
2. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang

tercantum dalam rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek;
3. menghitung pengenaan ppn/pph atas beban pengeluaran per rincian

obyek; dan
4. menguji kebenaran kode rekening pengeluaran sesuai dengan spm dan

SP2D yang telah diterbitkan;
f. apabila PPK-SKPD/PPK unit SKPD berdasarkan verifikasi yang dilakukan

menyatakan surat pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang
menyertainya telah lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menerbitkan
Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk ditandatangani oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

g. atas Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diterbitkan,
PPK-SKPD/PPK unit SKPD mencatat kedalam Register Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran;

h. atau apabila PPK-SKPD/PPK unit SKPD berdasarkan verifikasi yang dilakukan
menyatakan laporan pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang
menyertainya tidak lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK unit SKPD
menerbitkan Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban
Pengeluaran untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran;

i. atas Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
yang diterbitkan, PPK-SKPD/PPK unit SKPD mencatat kedalam Register Surat
Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran;

j. setiap bulan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang
ditandatangani bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu/SPJ Administratif untuk ditandatangani pengguna anggaran
setelah diverifikasi PPK-SKPD/PPK unit SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Laporan SPJ Administratif dibuat rangkap 2 (dua) dan
disampaikan:
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1. Lembar kesatu kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD; dan
2. Lembar kedua sebagai arsip di Bendahara Pengeluaran;

k. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu yang telah ditandatangani bendahara pengeluaran/ bendahara
pengeluaran pembantu dan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran/SPJ Fungsional disampaikan kepada Kuasa BUD setiap bulan paling
lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;

1. Khusus Laporan SPJ Administratif dan SPJ Fungsional akhir tahun anggaran
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun bersangkutan; dan

m. Laporan SPJ Fungsional dibuat rangkap 3 (empat) dan disampaikan:
1. Lembar kesatu sebagai arsip pada Bendahara Pengeluaran;
2. Lembar kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada

BPKAD Daerah Kabupaten Tulang Bawang; dan
3. Lembar keempat kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD.

Paragraf 1
Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan (UP)

Pasal 143

Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban UP setiap akan
mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang
disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban UP dan dilampiri dengan bukti-
bukti belanja yang sah.

Pasal 144

Prosedur pertanggungjawaban UP adalah sebagai berikut:
a. mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan UP

termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran
pembantu, jika ada sebagian UP yang sebelumnya dilimpahkan kepada
bendahara pengeluaran pembantu;

b. berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran
merekapitulasi belanja ke dalam Laporan Pertanggungjawaban UP sesuai
dengan program dan kegiatannya masing-masing;

c. Laporan Pertanggungjawaban UP tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-
GU; dan

d. Laporan Pertanggungjawaban GU tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-
GU berikutnya.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang (TU)

Pasal 145

(1) Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU
apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai
suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan.

(2) Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan
adalah Laporan Pertanggungjawaban TU Persediaan. Dokumen ini dilampirkan
dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.
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Pasal 146

Prosedur pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:
a. bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas

penggunaan TU Persediaan;
b. apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran melakukan

setoran ke Kas Umum Daerah. Surat tanda Setoran atas penyetoran itu
dilampirkan sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban TU;

c. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti
penyetoran atas sisa TU Persediaan (apabila Tambahan Uang Pesediaan
melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi
belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban TU Persediaan sesuai dengan
program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU;

d. Laporan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD;

e. PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang
dilakukan oleh bendahara pengeluaran; dan

f. Pengguna Anggaran kemudian menandatangani Laporan Pertanggungjawaban
TU sebagai bentuk pengesahan.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 147

Kepala SKPD menyusun laporan akhir tahun yaitu :
a. Laporan akhir kegiatan disampaikan kepada Bagian Adminstrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Laporan Pengadaan Barang;
c. Laporan LKJ;
d. Laporan LPPD; dan
e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 148

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD secara periodik meliputi:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Pasal 149

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan
laporan LRA, Neraca SKPD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, LAK dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
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Pasal 150

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama sebagai hasil
pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya disertai dengan pragnosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya yang disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan
kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi
semester pertama paling lambat 7 (tujuh) hari keija setelah semester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 151

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semeter pertama
kepada PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari keija setelah semester pertama tahun
berkenaan berakhir dengan, dan menyampaikan laporan Daftar Transaksi Harian
(DTH) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui BPKAD c.q.
Bidang Perbendaharaan.

Pasal 152

Beberapa hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan dana APBD dan dana non
APBD:
a. bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang

memiliki penerimaan, melakukan rekonsiliasi data penerimaan ke Bidang
Akuntansi BPKAD Kabupaten Tulang Bawang per bulan/triwulan/
semester/tahun;

b. bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang
memperoleh dana dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, agar menyampaikan
laporan akuntabilitas ke Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Tulang
Bawang per triwulan/semester/tahun.

Pasal 153

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan
disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. SKPD selanjutnya menyampaikan kepada
PPKD bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tulang Bawang sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 154

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
e. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.



-83-

Pasal 155

Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pemyataan kepala SKPD bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan Standar Akuntansi
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan
pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran berkenaan
disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Pasal 157

BLUD menyelenggarakan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang
diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang
sehat. Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 158
Laporan keuangan BLUD disertai dengan laporan kineija yang berisikan informasi
pencapaian hasil/keluaran BLUD dan diaudit oleh pemeriksa ekstemal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159
Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan
laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 160
Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan disertai laporan kineija kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke
dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah
periode pelaporan berakhir.
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Pasal 161

Laporan keuangan disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) setelah direviu untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir selanjutnya Bupati memberikan tanggapan dan
melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 162

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah terhadap pengelolaan keuangan SKPD meliputi:
a. pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi , pendidikan dan

pelatihan;
b. pemberian pedoman dimaksud mencakup: perencanaan dan penyusunan

APBD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penatausahaan dan akuntasi
keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, penatausahaan dan
evaluasi serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah; dan

c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi mencakup perencanaan dan
penyusunan APBD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penatausahaan
dan akutansi keuangan daerah serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara berkala dan sewaktu waktu secara menyeluruh kepada seluruh SKPD
maupun kepada SKPD tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 163

Ruang lingkup pemantauan adalah pelaksanaan kegiatan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang meliputi:
a. Indikator Kineija;
b. Target/Capaian Kineija;
c. Satuan Harga;
d. Standar Analisa Biaya; dan
e. Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Pertama
Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 164

(1) Pelaksana pemantauan pelaksanaan APBD adalah Bagian Adminstrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan
tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi sub
kegiatan Pos Belanja Daerah APBD Kabupaten Tulang Bawang kecuali
Belanja Pegawai.

(2) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam hal kebijakan,
pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan
daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dilaksanakan
bersamaan dengan penyusunan RKPD tahun beijalan.

(3) BPKAD melaksanakan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan APBD.
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(4) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan pengendalian pencapaian
target pendapatan daerah tingkat kabupaten.

(5) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien, efektif sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemantauan

Paragraf 1

Tahap Persiapan

Pasal 165

Tahap persiapan pemantauan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan untuk mengkoordinasikan
penyiapan instrument-instrumen pemantauan dan segala sesuatu yang
diperlukan pelaksanaan pemantauan.

Pasal 166

Obyek pemantauan pada setiap tahun anggaran dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
a. obyek pemantauan tahun anggaran yang lalu; dan
b. obyek pemantauan tahun anggaran beijalan.

Pasal 167

(1) Pemantauan tahun anggaran lalu dilaksanakan pada awal tahun anggaran
beijalan yang dilakukan dalam 3 (tiga) periode pemantauan.

(2) Periode pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Periode Pertama dilakukan pada awal tahun angaran bersamaan dengan

pemantauan tahun anggaran lalu;
b. Periode Kedua dilakukan pada saat kegiatan sedang beijalan (on-going);
c. Periode Ketiga dilakukan pada tahap akhir atau pasca pelaksanaan

kegiatan.

Pasal 168

Dokumen-dokumen kegiatan yang diperlukan sebagai bahan informasi dalam
melaksanakan pemantauan meliputi:
a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
b. Dokumen Kerangka Acuan Keija atau Term of Reference (KAK/TOR);
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
d. Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
e. Rencana Aksi Penyampaian target kineija sasaran Renstra SKPD;
f. Surat keputusan penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan;
g. Rencana Penyerapan Dana dan Target Fisik Kegiatan atau Rencana Arus Kas

(RAK);
h. Laporan Bulanan (Realisasi Fisik dan Keuangan);
i. Desain Pekeijaan;
j. Proposal Kegiatan;
k. Hasil Evaluasi Kegiatan tahun sebelumnya;
1. Gambar Konstruksi;
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m. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
n. Pedoman/Standar Teknis untuk kegiatan yang akan dipantau; dan
o. Informasi pendukung lainnya.

Pasal 169

Maten yang perlu ditelaah pada Tahap Persiapan adalah memastikan sebagai
berikut:
a. kesesuaian Rincian dan Target dalam Petunjuk Operasional (PO), ROK, RAK,

dan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan rincian dan target DPA;
b. kesesuaian antara RAB dan KAK/TOR dengan perencanaan awal
c. informasi Keputusan Bupati Lampung atau ketentuan lain yang berlaku;
d. kesesuaian antara Tarif/standar biaya untuk kegiatan dalam ROK dengan

tarif/standar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e. ROK telah memuat Rencana Jadwal dan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan;
f. ROK telah dituangkan dalam bentuk Ketetapan Kepala SKPD;
g. indikator kineija dan target/capaian kineija kegiatan dimaksud;
h. pencapaian standar pelayanan minimal; dan
i. kesesuaian antara dokumen Rencana Aksi Pencapaian dengan target kineija

Renstra SKPD per Triwulan.

Paragraf 2
Tahap Pelaksanaan

Pasal 170

(1) Hal-hal yang harus dilakukan Tim Pemantauan pada tahap pelaksanaan yaitu
menggali informasi, mencatat kondisi lapangan, mengambil gambar (foto)
dokumentasi, melakukan konfirmasi, cross check kepada pelaksanaan kegiatan,
pengisian kuisioner dan lain-lain sesuai tujuan pemantauan.

(2) Input pada tahap pelaksanaan adalah hasil telaahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Output tahap pelaksanaan adalah format-format pemantauan yang telah diisi
pada saat pelaksanaan pemantauan.

Paragraf 3
Tahap Analisis

Pasal 171

(1) Tahap analisis dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan beijalan dengan
baik atau menemui kendala-kendala di lapangan.

(2) Apabila ditemukan kendala dilapangan Tim Pemantau dapat berkoordinasi
dengan instansi terkait untuk mencari solusi.

Pasal 172

(1) Hal yang dilakukan pada Tahap Analisis adalah membandingkan antara
Target/Rencana Keuangan dan Rencana Keluaran yang telah ditetapkan
didalam KAK/TOR/ROK dengan kondisi dilokasi pemantauan.
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(2) Input yang digunakan pada tahap analisis adalah dokumen-dokumen kegiatan
yang dipantau serta informasi dan kondisi yang diperoleh dari lokasi
pemantauan.

Pasal 173

Hasil analisis merupakan dasar untuk melakukan evaluasi kineija dengan
melakukan perhitungan pada target kineija dan anggaran serta untuk menghitung
predikat kineijanya dengan mencari nilai rata-rata seluruh kegiatan pada masing-
masing program dan dengan skala nilai predikat kineija.

Paragraf 4
Tahap Pengujian

Pasal 174
Untuk meningkatkan validasi hasil pelaporan, draf laporan hasil pemantauan dapat
dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Kepala Satuan Keija dan/atau pelaksana
kegiatan di masing-masing unit keija, serta melakukan cross check dengan data-
data dari sumber lainnya.

Paragraf 5
Tahap Pelaporan

Pasal 175
Pelaporan hasil pelaksanaan (monev oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan) dirangkum oleh Bagian
Administrasi Pembangunan setelah kegiatan berakhir dan dilakukan evaluasi
sebagaiamana format yang sudah ditentukan dan disampaikan kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten Tulang Bawang (selaku Ketua TAPD) melalui Asisten
Perekonomian dan Pembangunan dan ditembuskan kepada Kepala Bappeda
Kabupaten Tulang Bawang.

Paragraf 6
Tahap Tindak Lanjut

Pasal 176

Tahap tindak lanjut adalah tahap dimana rekomendasi dari hasil pemantauan perlu
ditindak lanjuti untuk diinformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan
menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan atau perencanaan tahun
berikutnya.

Paragraf 7
Tahap Pendokumentasian

Pasal 177
Tahap pendokumentasian/tahap pengarsipan adalah tahap dimana staf pemantau
memberikan laporan hasil pemantauan kepada Kepala Bagian Pengendalian selaku
koordinator pengelola kegiatan pemantauan APBD Kabupaten Tulang Bawang di
Bagian Administrasi Pembangunan untuk dikompilasi dan disusun dalam bentuk
Presiding Hasil Pemantauan pada setiap tahun anggaran. Selanjutnya disampaikan
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang (selaku ketua TAPD) dan
ditembuskan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang.
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Pasal 178

Uraian Pedoman Pelaksanaan dan Dokumen serta Formulir Penatausahaan
Keuangan APBD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 179

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 3 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 3 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR Ö&

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

BINATK I/IV.B
:19780117 199803 1 003
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1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

PEMERINTAH PROVWSI/KABUPATEN/KOTA
PEJABAT PENGELOlA KEUANGAN DAERAHSELAKUBENDAHARA UMUM DAERAH

NOMOR—_——.
TENTANG

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

PPKD SELAKU BUD

Menntbang : bah-.vauntukrr.ei^sanakananggaranbeianjasubitegiaKntahunanggaran berdasfkar.
DPASKPO/Perubahan DPA-SKPDcansnggarankKyangtebhdrtetaokan, oeriudisiapkan
ivndwrwnd»n»snmrnrrhHran Prnurdixvt hwu»(Wil-

Menginpt : 1 PereturanDeerah ter'tengpenetapa.-.APBD/PAPBDProe «ü/Kabupaten/
Kote. ... Tahun Anggötw ....;

1PeretuwnKepaiBOaefahNomo' Tahun.. SentangPenjabaren AP6O
Provbji/Xabuprten/^ota TdunAnggaran.

3. Tahun ;

MEMUTUSKAN:
Berdasafcan Persturan Daereh Pravinsi/Kabupaten/Koa Tanggal Sulan
Tahun tertangAnggiranrendapatan danBe'-anjaDaerahProv.nsi/KabuDtfen/KotaTahun Anggaran

Menetaokan/tnenyediakan beditannaransabagaiberSiut:
1 Dasar PenyediaanDana

DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPO
2 DituniukankepadaSKPD
3 Mpa^SKPO
4 Jumtah Penyediaan Dana

S Untuk Kebutuhan
5 ikhtsarPenyediaan Dana:

Jp I. WHIM

{TeMa/% —)

a. Aimlah OanaDPA•SKPD/Penjbahsn :Rp...^._„__._—
DPA-SKPO (Teitalaag^^

b AkumulasSPDSeaelumnya <p-
(Tertaten^. — —ƒ

c SisaDanayangbelure di SPD-kan dtp — —-
frertn/anp,. }

d lumiahOanayangdiSPD-kansaattni dtp—
(Tedulbop . . . )

i. Sisalumiar.OanaDPA* J<p_ —-—
SKPO/Verubahan DPA-s-tPDyang _ 7
beturndiSPD-*an

Ketentuan-wtentudnftfn :

rcme^W SK<n;Msn Kf ICC

1 c-IKHiF

Ditetappandi;
PadaTanggai:

PPKD SEUKUBUD

Kama
MP:
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Lampiran : Surat Penyediaan Dana(SPD)

Nomor SPD
Tanggal
SKPD
Periode
Tahun Anggaran
Nomor dan Tanggal DPA-
SKPD/PerubahanDPA-SKPD

No Progam,Kegiatan dan Sub Kegiatan
Anggaran Akumulasi

SPD
JumlahSPD
Periode ini

Sisa
AnggaranKode Nama

Jumlah

Jumlah Penyedaan dana Rp
(terbitang J

Ditetapkan dr:
PadaTanggal:

PPKDSUAKU BUD

Nama
NIP:
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2. Surat Tanda Setoran (STS)

PWHSNTAH
PEMERNTAH PROVINSl/KABUPATEN/KOTA
SKPD
SURAT TANDA SETORAN (STS)

No. STS
Tanggal
Bank
No. Rekening
Penetimaan tanggal

Ha rap ditersma uang sebevar Rp (terbilang |

Menge tahui.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran

Nama
MP:

3s«:kan oeh.
Bendahara Penerimaan/ Bendahara

Penerimaan Pembantu

Mima
NIP:



-4-

3. Register STS

PEMERINTAH PROVINS/KABUPATEN/KOTA
«PD
TAHUN ANGGARAN

KGISTERSTS
Penode:

Ko. Ne.SIS Tanggal Kcd«Rekeihg Urata JUffita SaMo K«

Dietu|ui ale^
Pengun»tefguvl Kuua

PenggunaAnjgnn

Him*
HIP:

Düipkanol^
8end»hir» feneriirun/
BendatanPenenimin

Him»
HIP:
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4. Buku Kas Umum

PtMERINIAH PHOV1NSI/KABUPAItN/KOT A
SKPD
(AHUM ANWjARAN

BUKU KAS UMUM
Per ode:

Mo. | Tanggal —No. Bukti Uraian Penetimaan Pengeluaran Saldo

1

Sa1do Kai di Brndahao Pengeluaran/Bendahara Pengelua-an Pernbantu
’P.
(terorbnj )
terdn dan
3 Tunji «C
e Sank Re

Oselujui oleK
Pengguna Anggaran/ Kuasa

Pengguna Ancga'an

Nama

Disiapkan oleb,
Ber’daharaPengeiuar an/
Bendahara Pengeluatan

Nama
NIP:. NIP:
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5. Buku Pembantu Kas Tunai

PEMERlNTAH PROVINSl/KABuPATFN/*OTA
MPD- ....
TAMUN ANGGARAN

BUKU PE VSAf. TU KAS WNAI
Periode: ...

No. Tan£go1 No. Buirti Unbn Pcnerimaan Pengduaran Saldo

.-

IMxrrufU' olm.
Pmgguna Angp»t»n/

Ku ataPmefuna

Ihviapkan air*
Rr nd#*«8Prnf
Bmdahara Prrrrimw>n

6. Buku Pembantu Bank

PFN1FRINTAH PROVINSI /V ARUPA?FN/KOTA
SKPD.
TAMUN ANGGARAN

RUMUPEMBANTU FAf.R
Period*

No. Tanggal No. Ouirt» UraIan Penedmaan Pcngeluaran saldo

üMetuju» oleh
Penggune Ai* /

Ku JR 3Fm^ur, &

Oujpkar aler-
bene?#' w pPenefirvuien/
Be *, dan ata Pe nr • ciaan

llama
•IIP



-7-

7. LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERJMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD
PERIODE

A. Penerimaan
1. "unai melalm bendahara penerimaan.
2. lur.atmelalur oerdahara penenmaanpembantu
3. Meisim ke rekening bendaharapenenmaan
4. Melalui ke rekening kas umumoaerah

*P
Rp
Rp
Rp

—

Rp

R. lumhh i^nerinuan yanghau-.di^torkan(Ai+AJ-^AJj Rp —
C. Jirnlah penyetcran Rp —
D. Saldo Kas di Bendahara

1. Bendahara Penenrr.aan Rp
Rp —

2. Bendahara Pi.mvrimaari Pemtantu Rp
3. BendaharaPenerirnjjnPembmlu ..... Rp
4. os: Rp

Dketujulolch,
Pengguru Anggatan/

Kimm Penggvna Anggaun

Dlslapkan oleh.
Bendalwa PenctimMiV

Bend^iara PencrinMinPcntwi

Narna
MP:
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8. Laporan Penerimaan clan Pcnyetoran

PCMCRrHAHProWÖI/KAÖJPAUN/KOTA
SKPD.
TAHUN AMXiARAN

LAP©PAM Pf^FR VAAN OAS PFMYFTORAH
Panada:

Na
PtHDAPATAN MT*t r •Da T a «NniCMAN

R*e«-ntn«
Ham» Heten tn^ *•'nc» Mc. Buks iumUh TlPCfM Ho.Hum iumu*t

A

% I

4

5

8
9
IC
IX
n
13
!•
15
16

jumUti 3ene< mean.-
T ur»a» •Rp
So« Tu*mirel ÜCPD Er
*.KUD
TOTAL :«p

IwmlahPeryeterw

T IMMi ;Rp
T f»rst»f :|P
TCTA4 Re

SaMo Kas ai

T unai : Rp
Binlr : Rp

CHxeru sta*

Pee^uneAr^gtren/ Kuate Peng^una
Aneorm

Ha-u

Ouaow Q<ttv
Öendahara Penenmeen/
Barbarar» Pen»nrr^an

Ha-na

NIP .— ... HIP
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9. Rekonsiliasi Penerimaan

LOGO
PEMOA

PEMERINTAH PROVLNSI/KABUPATE N/KOTA .......
REKONSILIASI PENERIMAAN

TAHUN ANGGARAN

A Pendapatan Daerah beraasarkan LPJ Bencahara Penerimaan Rp.

B. Transaksi-transaksi pendapatar yang diterima o!eh BUDtetapiticak
tercatat oleh buku Beneanara Penenmaan/Bendanara Penerimaan
Pembantu
a
b
ti

C. Error/KesaiaKan Peneatstan Penerimaan
a.
b
i Ds:

10. Nota Pencairan Dana

skpo

NÖIA PtNCAIHAN DANA (NPU)
No -

lenh NPl)

WK
Piogtan
Kof;latan
Sub KcglMart
No. WA
fdbun Aiy,fzVdn

CM %ctufut o!oh.
P»»nfjiuna Ary»^rar\/Ki

DK)opkun oich.

Po|ai>ot rclatc-una TcktM> Kc<;» atari

N|PJ
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ll. SPP-UP

PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA1
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor ' •

Uang Penediaan
SPP-UP

I Xatna SKFD

2 Nana IVn^twa Ar.fxar.ir
$ XaniA llrntUhira rensrltMMn
4 JUWfrwb.'urjfrr.plajrM

> Nama Ibnk
n Name Rrkcmni; Rink

Ur.vsk »jr?bwa
5 Püm? TVn^rhur^n SFj Nr®r ’orjyx

Sei*si:- ftp
j JVH’i rm; •

. X» Vtaiu

: 1 SPD
’.ir.gya!

:4.-.s>-4j Xoc.or

UM n-z

n 8P2D Sebelunaya
Nomar

Tansral SVcsot pp
b-.t Rp

Pala SP? i^fU-.bspia-. u»pra.-. «4, »rMxxu!,*« tuA» «•kupupa daiwaer. SPP

tansga!
Bendahara Pengeluaran

Itanria tar.ganl

|r.ar.u Icr.tjcapi
NIP.

Lttnbariii jTjif^jgra-^wPCY-iiJC
Ssfatal : im« ua»ajc
S>6unl iKutSen^-B^r^aa^.'*
Safe»J : urn**ap seditera 5sr$&ara-
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA‘)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor :
Tahun Anggaran :

RINC1AN RENCANA PENGGUNAAN

TOTAL

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah
Nama Kegiaun/Sub Kegiatan 1

I xxtxr.wa.ss ••

2 XXX.XIX1XXSXX

3 OS!

Nama Kegiaian/Sub Kegiatan 2
- xxx_xx.xx_xx.xxx

5. XJXXXSCSCSS

Ó XSLXX_XX.XX.XXX

7 ISCSLXX_XX_XXX

8 OS-.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
Q x.xx_xxsc.xx.xxx

10 &

TerbStag optah ««

Me ngeiahui Menye:up.
Pengguna Anggaran

•Tempe:, Tanggaii
Bendahara Pengeluaran

iNama Lenekarj
NIP

iNama Lengka^

NIP
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA‘)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ÜANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor :
Tahun Anggaran :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian | Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1 xnjan.n.'oa

2 xsixx-wcunx

3 (3!

Nama Kegaun/Sub Kecatan 2
- ÏXX.XXXX.XXXXX

5.
ó x xx.nJX.XX xxx
7 XXX.XX.XX.XX1XX . ..

8 as:
Karna Kegiatan/Sub Keaatan 3

Q xxx.xx.xx.xx.xxx
10

TOTAL
Tabiltmjs: wish”

Menge:ahui,Menye:up; ijeape’.. Tanggail
Pengguna Anggaran Bendahara Pengelnaran

iXana Lengkari
NIP

iNama Lengkarj
NIP
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10. SPP-GU

PEMERINTAH PROVIHSI/KABUPATEN/KOTA'1
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor

GutiBangP»n«41au>
SPP-OV

I .WaSKW»
J -Vr.xp.Kjn
3 %uni .» DrniLih.iM Hurur,

4 MWIUnfahir.. fronl anr.

Rank
t» N>nnr.* Rr *r mr.?, Htnk
• Cnttik K? pr Huan
n Pr(u*rluaran SM) Xtraw tar.^Lul

Sa-ra-iar £•:

1 Ta 1

So Cndto

1 8PD

Tar..»il Xttm; j «j.

Taniai X«uncr R|i

Dm Int Rp

a SP2D Sabalump
Tar.f/J| V>ni • Rr.
Tan^.d V«mcr pP

Dm Dm Rp

Parij SPP r.* ±Rt^;i44n 'uxpiw. -ijrr.txxn sr tu>^r«KU •r nrr j pa»u «lx» ar dskunrr. Sr F in;

tuniaul
Bendahara Pengetnaran

(lamfa tangJtll

tnaina IcngkapT
NIP

LattbarA>6 uui
Sifaanl ivtjfiisaBXi
Saltan2 Setóra'a^njeUra-
Sainan1 "Ztjx ksi senjanra «tn^Uran
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA‘|
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI VANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor :
Tahun Anggaran :

RINCIAN RENCAKA PENGGUNAAN

TOTAL

No Kooe Rekening Uraian Nilai Rupah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1 .VXXXLXXJCJUKX

2 ixxxxjBjxjcn

3 dst
Nama Kegiatan ƒSub Kegiatan 2
4.

5 saxxuuxjca

ó XXX.XXS.XX.XXX

XXXJXXX.XXJCCÏ

8 it
Xaca Kegiatan/Sub Kegiatan 3
9 XWDUXXUOEX

10 it

TerbL’ana " rapw = =

Mengetahui/Menyefjxi
Pengguna Anggaran

Jeapat. Tanggal)
Bendahara Pengelnaran

iNama Lengkaa

MP
iNaaa Lenzkapi

NIP
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11. SPP-TU

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"’
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor

Tambahaa Vang Persadlaan
SPP-TV

SKVO Lwt Krra
Koiir ititi N.una Sub

' Soffit Frr.iyuui Ar^atan Prr.^*xu
4 Sis.! PPTK
? I>n;Li^uU4 ÏVr.yr?.iat4t; W rw*•- ran PrmKitdu

»i SP*AP glrndah^ Prn<id*a.'4 Fcn^l-LiMn Prmlcr.i'j

7 Funk
* Sotrr.f RrkrniF.«; lun*

'* Vr.tuk Krjrruun
;n Oanur Fer^ylu-van SPP S' 'aniyn!

SHr-.Ar Rp
: Tcrb-'tJti '

So onua

1 WO

Tar-.^ v-nsr R?
Par.^j; ‘•'.«mt r «?
Ui: >-• R?

II
T.-j-yal R?

Tar.;yx » .sa.’.- Rp

U»: R?

Pau <r? ;a. <±!run«n Ur.^rii. i-i.pran .ijr.-ziUr. jcU UM.- krlrr..^>[un diUu-nrr. iFP ia;

tur.^jral_ . _ . . _ . . „ . Bandahara Pangalnaran/Bandahan
Fajabat Palakaaaa Takais Kaglatan Pangaluama Ptmbaatn

<lar..b unvan)

tn-naa .rr..:kap I-n/kaf»
SIP *»’

tecoMf Aso UT.X Pcojjurjat-qjs'sf.
ftalAMl LhtA kliXJ 5UD
MAM2 Lrt^een3Jhar4PeMXH-3*’.rrr>c
SsSnMl irttA A'U5Br*»^3^^r<^’us*3r.rB‘*>.
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PEMERHiTAH PROVBiSI/KABUPATEN/KOTA*|
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN VANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor :
Tahun Anggaran :

RINCIAN RENCANA PENGGUBAAN

No Kode Rekening Lraian Nilaj Rupiah
Kama Kegiatan/SubKegiatan 1

1
n X XX-XX-XX XX.XXX

3 dst
Nama Kegiatan/SubKegiatan 2

- X XX XX XX XX XXX

5 xxxxxxxxxxxx
ó X XXXX XX XXXXX

7 X XX.XX.XX xxxxx
3 dst

Kama Kegiatan/SubKegiatan 3
9 xxx.xxxxxxxxx
10 dst

TOTAL..-
Tcrbilaitf

Mengetahut ƒ Menvetujiu

Pengguna Anggaran/Knasa Peaggua Anggaran

lïempat.Tanggali
Beadahara Pcngeloaran/Bcndahara Pengeluaran

Pembanta

[Nama Lengkap;

NIP
<Nama Lenzkapi

NIP
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12. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH PR0VINS1/KABUPATEN/K0TA'1
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor

Langtung Gaji dan Itanjangaa
SPP*LS

1 SKPD/Vhk Kera
2 Korfr dan Nama S'jb K^^aian
J Nanui PrnsyuRa An^antn/Kuas» Penjy-r-x V.iy.uaxs

* PRIK
j Nanui ihndihoru Pcnsrluanu:
n NPWP {Vr.rtaham Prnsjduarar.
7 Na::u R*.nk

* Scrour Refer runs R-vik
•* Vtrtjk Krjrrrw:;
If’ thisar Ftn^pjarar. SPtl Ntmor . tanspal

S^-ar Rf
!*<■•! .Ln.; •

HO union —
1 BPD

1. .

TahCA^ *IvTJ t SP
Tan?#!) Rp
Lht Di! RP

U 8P2D Scbelnmnya

Luibui V rtH’t Rp

Tinted Nr.xo: Rp

n»t bv Rp

Pa.*.t SPP in» 'ttrMfican {□r.pnn-'.as^r.ir. -.ar.z dipertuiur. t-lu^uc^na juth t»har dilcin^n SPP jfu

tanr.jr.ll

Pejabat Pclakaaaa Ttknu Kegtatan Beadahara Pragcluaran

ttar.Oj lansani ttandi t.insa:>f

|r.xn;a Irr.ska^ Inama ler.p.kap
NIP NIP

tembarAsti: lmu*
SaBnaa l 'jnt>AM>naH£>
SaUnaa 2 umiA BercaFa'a
Sannaa 2 cnxr AruoGencahars ^“■arus/jr.Tr’»
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PEMERINTAHPR0V1NSI/KABUPATEN/K0TA’)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Notnor :
Tahun Anggaran :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

TOTAL

No Kndr Rekening Uraian Ntlai Rupah

Na.ua Ke.ttaiar.'SubKcqatan 1

X X» XX XX XX XXX

2 XJ0LXXJO..XX5XX

3 dst

Na.ua Kegjatar./SubKe.aaun 2

4 XXXXX-XXXXXXX

5 XXC.XX.XXXX.XXX

D XXX.XXAXJCX.XXX

7 XXXXXXCXX.XXï

& dst

Nama Kegïatan.'SubKcaa'.an 3

Q x-xxrcxx xx..ra

10 (1st

rertJiiig ruptci: es

Menceuhui /Meme’uju»
Pengguna Anggaran

(Tempi: Tar.ggali
Bendahara Pengelnaran

(Nania tengkan iXatna Ler.gkapi

MPMP
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13. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA'1
SURAT PERMDiTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor

Langsung Barang dan Jara

SPF.L8

. SKI'D?! rut Krrp
J kcd*1 dan Sama Suh Xep.itar:

’ S.inw Frnjyirj .V^aianZK’.usa to.yur.an
» Santa TFIK
5 Notta tten&hx*» Frr.crluu.v. Grr. Uhara Fer^r luansn Pr^wn’ i

<» SPA’P IVrytduxra Frr.irluaranjfen.tuxua Prn^Puxan Prrrjxwa

• Snnw tVr.k

* N mirr Rrim;n^ £Ur*k

** L r.’uk Krprh’trr
. .'■ Dc%a: Pm^hairar. SIT. N r^a;

f?k

Ï

•/,

^7

HO Vniu

1 SPD

T.in6»4 \wt.r Rp

Tanr/a! S'4tyv Rp

Dit Ihl Rp

B 8P2O Bebelam&ya

Lineal ut: - Rp

j! \ T. r R?
D.t D'.t Rp

Fadi >i'*' iru -^ttUFLin hn^nrar. Larr.p.rar vnrv L;«.-Ua:» •.ftaic^nuru ^rrrj [uda Lirita? kr>r-Aai:ur» dziaunrn SPP i:u

tar.cy,H
B«fidahara Peaseluran/Beodatura PenfctnaraaPcutat Maksaaa Tetania KerUtan » *

PMBtaantii

Hands tan^ani irandi randan*

inan.a irr.^apl itunu

SJP NIF*

Lmbar4»6 utj.^en^j-a Anjpgr.^.-SKFS
SiBninl utukkjih6ÜD
StEnan 2 - Urtw.BeWirafen^Larar.sw:
Satinan] a^os^rB^PsTaeiarar^.
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor
Tahun Anggaran :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

«0 Kodt? Rekening Urajan Nüai Rupah

Nama Kegia’an/SubKegiatan !

1 xjccjcucuxxa

X3KJ0U0CJR XXX

3 ast

Nama Kegiamn/SubKegiatan 2

•• xxx.xx.xx.xx.xxx

5 xxxxxxxxxxxx

ó xxx_xx.xxxx.xxx

7 X.XX.XX..XX.XX.XXX

8 dst

Nama Kegiatan/SubKegiaian 3

9 X XX.XX..XX.XX..XXX

10

TOTAL
Terbilang. ?? rupiah aa

Mengeuhui/Menwtujw: iTempat. Tanggal)

Pembantu

tNama Lengkap)

NIP
(Nama Lenekao;

NIP
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14. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

PEMERDiTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*1
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor

LaagaangPthak Ketiga lainnya
8PPX9

i Van.; SKFh/VcinKrn-
J Kc<** C;*. S^s
2 Vc.tu pT.»7’4nj
4 V^..: FtTK
r \AGai rer.;r!ix.‘./.u»

t SPWP U*n<Uh4Tj r>r4yhiifxn
7
“ Soffit Priming (Lin*

'• ’.*rjuk Krpe^tua

X» bAsat jVr.^lxir^a St D Snew •asuf^
S< tr •4.- R p

Bo Cniaa

1 8PO

Ij.iRya: S-’tno.- «F
Surv^r RP

On b: > Rp

11 ano acbelannyn

lanfifai Sarxr Bp

lunfjy; Rp

On f>v Rp

?4«1» $FP i:u di*'i j.nka.'i i.in.pran vwu; <b;«*(luk.tn rr'Mp-XAtd *<re»3 laf’r.: kr>n«;k>^m dekinten SPP in;

l.in;xai

Pej«b«t PeUksoAo Totals RegiaUa Bcadtaaro PtogelvaraB

itanrl.) •..ir.tr.’.ni Cina» unwn.‘

>:iAr:id knekop;
SIP SIP

letnbir Aifi; uruk f^gj-a w-W0
Sifinanl untu tragic
Sifinaai 'jni* Smüti'’sex>a.aTiw*
Sdhaa3 : unM-rst 9er&M-a
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA')
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG {SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya

Nomor
Tahun Anggaran :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

TOTAL

No Kcde Rekening Uraian Niku Rupah

NamaKegjatan/SusKegiatan l

l txx 3X.XX.XX XXX

j XXXXX.XX.XXXXX

3 iSt

Karna Kegiatan/Sub&giatan 2

4 XXXXX.XX.XX.XXX

s
3 xxxxx.xxxx.xxx

6 XXXXXXX.XXXXX

/ X.XXXXXXXX.XXX

s. est

Nama Keg-.atan/SuaKf gia’.an 3

9 X.XXXXXXXX.XXX

’0 CS!

Tetb'.!ang aa . rupiah 8 8

Mengetahui ƒ Menyetup
PenggunaAnggaran

Tenpal. Tanggal)
Bendahan Pengeluaran

iNama Len^ayi

NIP
INama Lengkap»

NIP ...
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15. SPM-UP

PEMERINTAH PROVWSI/KABUPATEN/KOTA*)
SURAT PER1HTAH MEMBAYAR

Uang Persediaan (UP)

Tahun Anggaran: Ho.SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Supaya mcnrrtstkar. SPJD Kepicu

SKH>

Be ndahara ƒ phak jin
No Reiccnins Bink
Xama Bank

XR?

Dasar Pemtayaran

Potongan - potongan :

No. Uraian
(No. Rekening)

Jtunlah Keterangan

Juxlah Rp

InfonnaSÏ : mtiak mt-wiraw: wn!ah SfM!

No.
Uraian
(No. Rekening) Jumlah Keterangan

Juxlah Rp.

Vnruk Kepcrkian

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayaikan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jurabn Vans Rp

Jucilah F\)tonc»in Rp-
Juniah Rp Jumbh Yar.g D:ïayarkar. R?

Vane Sepimlah t |

JumlahSPP Yang Diminta: Rp.

PraggaaaAagpiaB

tansir.i

inaxa ler.cfapi

NIPNomor dan Tanggal SPP
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16. SPM-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Ganti Uang |GU)

Tabun Anggaran: No.SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVDiSI/KABUPATEN/KOTA

Supaya mrnertiikan SP2D Krpt'U

SKPÜ

Brndahara/phak bin
No Rrkemr.g Rank
Nana Bank
NW

Da’.ar Ptmlnyarar.

Potongan- potongan :

No.
Uraian

(No. Rekening)
Jmnlah Keterangan

Janüah Rp

lafannaii; neniytrans: pt~.hajGTz:r. SP.V;

No.
Uraian
(No. Rekening)

Jumlah Keterangan

JumLah Rp

Untuk Kepenuan :

Peabebanan Pada Kegiatan 8PM Yang Dibayaikan
KODE KEGIATAN URAIAN NUAI Jumlah Sane Duninta Rp

Jumlah F^tongan Rp

Juma!: Rp Jumlah Vans tnbuyarkar. Rp . .

l’ar.r.Srjurahh < |

Jumlah SPP Yang Diminta: Rp.

•ansol
PBBggnna Anggann

"u.-iia ijnjum

inana icr.ckaa

XIPHonor dan Tanggal SPP
r: sc*. LpJr.u :» ’jf dx
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17. SPM-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA’)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tambah Uang (TU)

TahuAnggann: No. 8PM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Supjyj mene.'tïtkan SP2D Krpofli

SKPD

Brn<tiharj-pr„ik lam
Su Rrkc.’.ir.t Bank
Nana Bank
SW?

basar JVxlii'.aian

Potongan - potoagan :

No. Uraian
(No. Rekening]

Jnmlah Ketenngan

Jumlak Rp. . .

Infonnasi : i.ri.iak .■uHink pmbsasran SPiC

No. Uraian
(No. Rekening)

Jnmlah Keterangan

Jnmlah Rp

UnnU Kcperluan

Penbebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayukan
KODE KEGIATAN URAIAN HUAI Jun'lah Yanj Dinunta Rp

Jiin-.lah Potcncar. Rp

Jumali R? J’-nr/mh Yanc Dasnarkan Rp

fans Scjurnlah I |

Jnmlah SPP Yang Dininta: Rp.

T.irj$X

tagpint Anggtru/Ktusa tagpuu Anggann

r.jn.ia tjnsan;

t.óeu lena&pi

n:pNotnor dan Tanggal 8PP
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18. SPM-LS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA^
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Langsung(LS)

Tahnn Anggaran: No. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAR Potongan - potongan:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA No. Uraian
|Ho. Rekening)

Jnmlih Keterangan

Supsya n:cncr:<tk--n SP2D Mp'ü

JumlaF. Rp

SKrj
Informal!: •Ti^k .•■iT.'üh piT.bj’jjnn

Brn&r.ara.-akak iair.

Xo Rrker>;n$ Sink
Ho. Uraian

(Ho. Rekening)
Jnmlih Keterangan

X j^.a SuF-k
XPWP JuraUh Rp

Da’c." Frcar.arar.

Untuk Kcprr.uan

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN HILA! Juxlan ^ar.K Diminia Rp

Jut.ian Pounpr. Rp
Jumat) Rp Jut. an Yacy D:öayarkar. Rp

can;; Squxlah I |

Jnmlah SPP Yang Diminta: Rp.
. t ;r.^

ifertdnral Ptaggnoa Angjarin/Knua Peaggnai Aoggana

tjrslj !in.ant

uu:r.a !f nmp:

Homor dan Tanggal SPP XIF
TV i.r:d
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19. SP2D-UP

FORMAT SP3D •UP

PROVIN8I/KABÜPATEN/KOTA1 SURAT PBRINTAH FENCAIRAH DANA (8P3D)
Nocoor

Nuhm -.PM

•iUUfcll

?•iituu nM't *

IttUVKlMM IH 1»
sin«'

Ï >i In»x. .\i«) i. w iit

Punk IVr.^r.n;
HrtuLakiah tnrncairknn / mr Httiidahlaikukati <Liri U^krmnr Notnnt
L’an^ fiebrnar Pp . . itrtb*lu>u/ . J

!;•

.*cuwr
N;> Xvfci h'.r.j

n^ith
ï»< |» :.u.in

MO KOOK KSOIATAM/SVB MKOtATAM UKAIAM
JVMLAM

|Mp>

-
»

Jamltb
Po«ancaa-poCoR*aa.

M». Vrataa (Mo. Kokaninai
JaaUat»

mp> K«t*ran*an

•

JaaUali

Inform**!: :*t.* 4-. »•/•«, •r.

An. Utaloa (Mo. Kakaain*)
•ft»mlat»

(MpI Katoraaaaa

i

•
•

i

JoaUak

OP2D y»oi DlDayarkaa

.’•mü'iti rar.t' K»
'ftrutuli 1\.’«

JuDlab yaa* Dlk*y*rte*a Mp
Vms O*fami*2>

: Bank Yaa« Oltunjak •uijj.*!

PtnHQaa Aattaua/Raoa IMauQR» Aacsatao ttvaaa Baa AaBara Umum DaataA
Lcuuiu* Aral? Kuu* BUD
xttivi^z * Pltuck Paoartma

u.tn.***

Nil'
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20. SP2D-GU

FORMAT SP2D - CU

PROVINSI/KABÜPATEN/KOTA1 SURAT PBRntTAH PRNCA1RAN DAKA (8P3D|
Mqomm

•wnxrx SPX1

1.in^i
Nama SKIti

tK»n (R'D/Kxuiw PV D
SKA"»
Tahtxn An«»i;an

think Pen^intn ; ...
HrndakI.ih tu^nvairknn / memmtiahtxxkixk.m dart lukx Rekmnxg Nomut
Umu; r.r hr »ar Rp ttcfhthvui j

x;avp
Rrkrnmg ïlank

Ikink FVnrnnia
Kepuiimn Vnttxk

Papi .-Uif^run Rp

HO KODE KEO1ATAH/8UB KEOIATAH VRAIAH JVMLAH
|Rpl

1
i

1

«localaft
Potongna*potoagan:

Wo Uraian (Ko. Rekening)
jQcnlah

IRpI Keteraagan

1
•
3

Jumlab

tafonnasi: ^1** ,’unï.Z.

Ho. Uraian |Ko. Rekening) Jumlah
l«p| Kctcrangan

1
1

3
4

Jumlah

8P3D yang Dibayukan
Jumlah vang b.nuntj Kp
Jurnkih HP
Jus&lah y*ng Dibayackaa "P
Vang 8ejvcalaft

lrm:4U 1 Bank Tang Ditonjuk tAnrya!
L-m ar 2 PoDggaaa Aaggaraa/Ruaaa Peaggaaa Aaggaran Kuaaa Boadahara Vmum Daerah

3 Arsip Kuata BVD
• Piftak Penerima

itzr.fU fat:far«:

MP



-28-

21.SP2D-TU

FORMAT SP2D - TU

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA* SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Momor

Nwim SPN

NLinu SKPÜ

Pan IW/Kuasa ULI)
XPWP
Tuhun Arj^j.w

Rink Penpnm . . .

Hen.LjkLih tnenc.t;?kin f n^nundubtuk'ik.in tan b.
Var.^brbe&a: Rp tXerhCim »

iks Rekrmn^ Notnn:

KcjMtil
NPWP
N<> Rekcnine Rink
Rank Prnrnnu
Keprrbian I’nmk

P.u^» An^j>uan Rp

RO KODE KKOUTAN/BVB KKG1ATAM VMAXAM
JVM LAM

|Rpl

I

-
1

JunJab

Potoocan•p©tongaa:

Mo. Uralan (Mo. Rah*atn*>
Jumlah

(Mp|
ttataraacaa

i

Jumlah

tafoemaat;

Ko. Uralan (Mo RokaniaO
Jumlah

<Mp| SCataeaaaao

1

j

t

Jumlah

GPJD yao* Dihaparhan

Kp

R;»

Jumlah yang Olbajrarhan M»
Uao* Sajamlah

irn Aru t naoh Taag OMnajuh !.in££ai
i r k.-; u 4 p««uucuc»a AouK**B/Kaa*a paaaguna Aatsma Kaar* Bendahara ünam Dacrah

Aral p ttusaa BVD
L» «/*•*» 4 Dlhak Ptsarf su

Hanrta tannin)

NIP



I
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22. SP2D-LS

FORMAT SP2D - L8

PROVINS!/ KABUPATEN/ KOTA* BORAT PERINTAH PENCAIRAJf DANA (8P2D)
XOCBO*

Nosnor SPM

r.uu\r.ii
Nutna SKI’D

(Mri KTVKuaM BVD
SFWP
tahun An«yaran

Bank Pr n^irim
Hrndaklnh nirm airkan / nieinindahlxiktikan dan Uik: Rrkrmnc; Ncvr.or
Uang selr'^ar Wp . ftcrbtkma 4

Kr pi tii
Nrwp
Nu Rekcninv ta:;k
tank Pramm.!
Krfrshian Vntuk

P.i^u Rp

NO KODE KEOIATAN/SUB KEOIATAN URAIAN
JUMLAH

l«Pl
1
1

1

Jamiah
Potongan>potoagan.

No. Uraiaa |No. Rekeaiog) Jomlab
IRPI

Keteraagan

A

3

Jamlab

Informal):

No. Uraiaa |Xo. Rekening) Jam!ah
(Rp) Reteraagaa

1

I
Jamlah

sno yaas Dibayarkaa
.himbh >ang Kp
Jmrdah Iheor.^r. R;-.
Jamlah yaag Dibayarkan Rp
Vaag Scjamlah

1 Baak Tang Ditanjuk
Irmin; 2 Peogguna Aagguin/Kuasa Pcnggaaa Anggaraa Kna»a Beadabaro Vmom Doerak
Lrzr.h.ir 3 Atsip Kaaaa BUD
L» :nhar • Pihak Peacrima

Marvil ua.>xr.i

injure Irr.gM#
XIP
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23. Form Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

PENELITIAN KELENGKAPAN
' DOKUMEN SPP

yfep
1. SPP-UP

Surat Pengantar SPP-UP
Ringkasan SPP-UP
Rindan SPP-UP

““ Salinan SPD
Draft surat pemyataan untuk ditandatangani olehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaranyang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat
pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

| | Lampiran lainnya.

2. SPP-GU

Surat Pengantar SPP-GU
““ Ringkasan SPP-GU

Rindan SPP-GU
" Salinan SPD

“~ Surat Pengesahan laporanpertanggungjawaban bendahara pengeluaran ataspenggunaan dana SPP-
UP/GU/TU sebelumnya.

| | Draft surat pemyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakanuntukkeperluanselain ganti uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

| Lampiran lainnya.

3. SPP-TU

~~] Surat Pengantar SPP-TU
Ringkasan SPP-TU

““ Rindan SPP-TU
““ Salinan SPD
““ Surat Pengesahan SPJ
““ Draft surat pemyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang

menyatakanbahwa uang yang diminta tidak dipergunakanuntuk keperluanselain tambahanuang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.
Suratketerangan yang memuat penjelasan keperluanpengisian tambahanuang persediaan.
Lampiran lainnya.

4. SPP-LS - khusus pembayaran gaji dan tunjangan

~~| Surat Pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS

““ Rindan SPP-LS
Pembayaran Gaji Induk

““ Gaji Susulan
““ Kekurangan gaji
““ GajiTerusan— ang dUra/wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji nduk/gaj susuian/ke urangan gaj /uang duka/— wafet/tewas

SKCPNS
SKPNS
SK Kenaikan pangkat
SKjabatan
Kenaikan Gaji Berkala

““ Surat pemyataan pelantikan
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Surat pemyataan masih menduduki jabatan
Suratpemyataan melaksanakan tugas

2^ Daftar Keluarga (KP4)
Fotocopy surat rikah~~ Fotocopy akte kelahlran
SKPP

““ Daftar potongan sewa rumah dinas
Suratketerangan masih sekolah/kuliah

*~~ Surat ptndah~~ Surat kematian
SSPPPhPasal2

*~~ Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan
tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.

5. S’P-LS •khusus pengadaan barang dan jasa

~~| Surat Pengantar SPP-LS
”" Ringkasan SPP-LS
”” Rindan SPP-LS

SalinanSPD
Salinan surat rekomendasi dart SKPD teknis terkait

"" SSP dsertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah dtandatangani wajib pajak dan wajib pungut—— Surat perjanjlan kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak
“ ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga.—| Berita acara penye esalan pekerjaan

"" Berita acara serahtertmabarangdan jasa
““ Berita acara pembayaran

Kwitansi bennaterat, nota/fakturyang cfitandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh penggtaia
anggaran/kuasa pengguna anggaran

~~~~| Surat jamtnan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank
Dokumen lain yangdipersyaratkanuntuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau sefuruhnya
bersumber darl penerusan pinjaman/hibah luar negert

| | Berita acara pemerlksaan yang ditandatanganl olehpihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan
barang berikut lamplran daftar barang yang diperiksa
Surat angkutan atau konosemen apablla pengadaan barang dlaksanakan di luar wilayah keja
Surat pemberitahunan potongan denda ketertambatan pekerjaan dart PPTK apatela pekerjaan mengalami
keteriambatang Foto/bdku/dokumentasitingkat kemajuan/penydesaian peke^aan
Potongan jamsostek (potongan sesualdengan ketentuan yang beriaku/siratpemberitahuan jamsostek).
Khususuntuk pekerjaan konsuitan yangperhitirtgan harganya menggunakan biaya personll (billing rate),
berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dart tenaga konsuitan sesual
pentahapan waktupekerjaandanbuktipenyewaan/pembelian alat penunjang serta buktipengeluaran
lainnya berdasarkan rindan dalam surat penawaran.

PENEtni KELENGKAPAN DOKUMEN SPP '>

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tandatangan :

Lonbarad :Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan1 :Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 :Untuk Bcndahara Pengetuaran/PPTK
Salinan3 :Untuk Aralp Bcndahara Pengetuaran/PPTK

CARA PHVGISIAN:
*) Dlisi dengan tanggal penelitian, nama, NIP, dan tanda tangan peneliti.

| Did dengan cara memberi tanda check list (V) jika dokomen ada.
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24. Ringkasan Kontrak

RINGKASAN KONTRAK
PEKERJAAN

SKPD
Kode Rekening
(Program) (Keglatan)

Jumlah biaya
Untuk Pembayaran

: ( kode rekening diisi lenqkap )

: J
: Rp. ( Nllai totaFkontrak ) Add. Rp. ( diisi blia ada 'oêrubahan harga )

Rekening Bank : PT. Bank Lamouna No.
Nama Penyedla Barang/Jasa : PT./CV.
Kualifikasi : ( Kedl/Besar)*
Alamat . — ______ — a

_ _
* . ______ _ _ _._ _ _ _ _ _

Nama Direktur
Surat Perjanjian : Tgl. No.
Surat Perintah Mulai Kerja : Tgl. No.
Batas Akhir Penyelesalan Pek. : Tgl. Masa Pemeliharaan
Penyerahan ke I (fisik 100%) : Tgl. No.
Penyerahan II / Jam pemeliharaan : Tgl. No.

DENDA : Per - hari : %./ Rp
Dltetapkan hart sebesar Rp. _

Addendum Tgl. No.
Tgl. No.
Tgl. No.

Perihal Addendum

S P M: 1. Tg No.
2. Tg No.
3. TgL No.
4. TgL No.
5. Tgl. No.

Sebesar Rp.
Sebesar Rp.
Sebesar Rp.
Sebesar Rp.
Sebesar Rp.

Catatan 1. Kop. Persetujuan Penetapan Pomenang Tgi. No.
2. Kep. Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaa Tgi. No.
3.Jam. Pelaks. dart Asuransl/Bank Tgi No. Rp.
4. Bank Garansl Uang Muka Tgl No. _ Rp.
5.

Bila Pembayaran sesuai Progres dllapangan
Pembayaran menurut perjanjian Realisasl Pembayaran

Jumlah uang Ket
SP2D

’embay. Angs Prosentase
Pek Selesal

Jumlah Uang Tanggal Nomor
ke %
I
II
lil
IV

Jun lah

Lampung,
PA/KPA

* Corot yang ttdak porlu



-33-

25. Register SPP-SPM-SP2D

PÉMtRMAh PKMN51/KABUMW0U
5KW—.
TAHUN AHGGARAH...

RSG6TER SPP/SPVvSP2D

Ho Jen6

fUP/GU/TU/lS}
9P

—
5PM 920

UfKjn Jumtah Keterwiin
Til Koo»? TH toner TH Hcw

ït'idihnHttfinar

w-
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26. Buku Kas Pengeluaran

PU 0KU :
Le-ntkr ; VlVIIVlV.V'VI TA.

BUKTI KASPENGELUARAN

Tenma Dari Bendaha Ppnneluaran •

Uang sebesar :
Yaituuntuk petnbayaran:

Mengetahui/ PPTK Bendahara Yang menerima
menyetujui Pengeluaran, Tandatangan,

( ) ( ) ( ) ( )

Barang tersebut telah diterima dengan
cukup dan baik,

(PengurusBarang)

Telah dfpungut:
PPn = Rp
PPh = Rp

Rp
Paraf,

( )

Telah dibukukan:
BKUTgl No.:
Kode Rekening :
Tahun An^aran:

Paraf,
( )
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27. Buku Pembantu Bank

PtMERIN TAH PKOVW SI/KABUP A ItN/KO IA ...
SKPD
TAHUN ANGGARAN

BUKU Pf MRANHI RANK
Periode .......

OiieSujui oleh,
Prn^guns Anggaran/

Ku«m Penixurw AnftriS'i

Nairn
NIP

Oiiiapkan detv
BendaKara Pcr.geluaran/
Bendabaia Aencekunan

28. Buku Pembantu Kas

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD
TAHUN ANGGARAN

BUKU PIMBANIU KAS 1UNAI
PcUodc. »»

No. IdlingAl No. Bukti UlAMtl Penef im*an PengduAron Saldo

Divetujui olch.
P**negurwi

K«j4w Penggun*»

Nima

Diviapkan oleh,
P*«igeti>ari»n/

P**ndrt*w»»« Pcngehmtan

Nama
Nip . NIP:»
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29. Buku Pembantu Pajak

PEMtRINIAH PROVINSi/KAKUPAUN/KOTA
SKPO
IAHUN ANGGARAN.

BUKU PEMBANTU PAJAK
Periode: .

NO. Tanggal No. Bukti Uralan Penerimaan Pengeluaran Saldo

O«'tillul olch.
PengRuna Anggaran/

Ku»ta Pengguna

Nama
NIP.

Divapkan nlrh,
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran

30. Buku Pembantu Panjar

PEMtRINTAH PROVW SI/ KABUPATEN/KOTA
SKPO
TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU PANJAR
Per.ode: ...

No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Sakio

Q ujul oi<h.
Pengjuni Angg>»»n/ RUM

Prftgguna Ar^g>»

eic*.

Brnrtirtrt Frnje'uarin/
PembiAtu

bag*
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31. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

&. . : PEMERIN TAHPROVIN5I/KABUPATEN/KOTA.V'/"'' i SKPD- „.
|‘ ' TAHUN ANGGARAN

ftc.ltt.nlni;
Nam* nnkeninc
lumlah Anggaran(DPA)
IwtJahAngyaranIOPPA)

:
:«P

BUKU PEMBANTU SUBRINCIAN OBVEK BELANJA
Periode

No. Tanggal No.BXU Uraion Belanjais BcUnfaTU | Saldo

— — —— —...

—— —" — - —
1

DHetujuloleli.
PcnggunaAnggoranf

Kumm Pengguna

N»>ne
MP;

OitlapitanoleLi,
BendalutaPcnaeluaran/
Ocndahant Rcngeluarnn

NIP:
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32. LPJ-UP

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPO...._

Tahun Anggaran...

LAPORAJI PERTAfiGGUNGJAWABA'l UA\G PERSEDIAAN
Periode:

Besaran UP betdasarkan SK <DH:
Uang Persediaan (UP) Awai Periode :
Pengjuwn Uang Persediaan (UP) •

Uang Persediaan (UP) Akhir Periode :

Urusan
Brians Urusan
Program
Kesiatan
Sub Kegiatan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Anggaran

Belanja
Periode ini

Akumulasi
Belanja

Sisa
Anggaran

1

Urusan
Brians Urusan
Program
Kesiatan
Sub Kegiatan j

i

t

t

i

1

M
H

:

:

1

l

J

t

t

1

5

?

•

i

i

ï

:

Kode Rekening Uraian Jumlah
Anggaran

Belanja
Periode ini

Akumulasi Sisa

Bendanara Pengeluaran

Mama
IIIP:
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33. LPJ-TU

DAERAH

PEMERINTAH PROVINSl/KABUPATEN/KOTA
SKPD
Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Periode:

Program
Sub Kegiatan
Tanggal SP2DTU

Kode Rekening Uraian Jumlah

TOTAL
Tombahon Vong Persediaan (TV)

Siso Tombahon Uong Persediaan (TV)

Menyetujui, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

i B
Nama Naina

NIP: NIP:
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34. Laporan Penutup Kas

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPO
Tahun Anggaran.........

LAPORAN PENUTUPAN KAS
Bulan:

Kepada Yth,

Di Tempat

Dengan memperhat'kan Peraturan Gubernur/Supati/Wahkota...
No Tahun mengenat Sistem dan Prosedur Pengeio’aan
Keuangan Daerah. bersa^a im kamt sampatkan Laporan Penutupan Kas
Buianan yang terdapat di Bendahara Pengeiuaran SKPD adaiah
sejumlah Rp dengan penncian sebaga' benkut

A. Kas di Bendahara Pengeluaran
AlSaldo awal bulan tanggal Rp.
A2Jumlah Penerimaan Rp.
A.SJumalah Pengeluaran Rp.
A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.
Saldo Akhir buian tanggal terdiri dan saldo di kas tuna; sebesar
Rp dan saldo di bank sebesar Rp

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
AlSaldo awaï bu>an tanggal Rp
A 2 Jumlah Penerimaan Rp
A3 Jumalah Pengeluaran Rp
A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.
Saldo Akhir bulan tanggal terdiri dan saldo di kas tunai sebesar
Rp dan sa'do di bank sebesar Rp

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran
C 1Saldo Kas Tuna* Rp
C 2 Saldo Bank
C.3 Saldo Total

Rp.
Rp.

Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP:
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35. SPJ Administratif

FfMtWiTAHPROVINSI/KABUFATIN/KOFA
SKPO
Itóun Anggsran

LAPORAJ. PERT«tóGUIiGJAA ASA'i StfOAHARA PEUGitUARA',

(SPJ ADMI'IKTMnq
Bulan:

KMe
Reiening Uraan

lu/ryft

An«Min

SPJ IS Gap SPi 15 Bararg dan Jasa 5PJUP/GUAU ItirjJi SPJ
(1SH»/6U/T
V) wBuIk

W

Sita Pagu
tafprtnLd

Bdan
late

B»i*i
ini
k
f ’U Bular

iai al
•

tul
Bui»
lain =4

&

I'JWIH
:erer.*iaar
-so
- Fa j>

iPIN
E FFE a
: PR? 22
3 Wh 23
i»r- a r

;u- y.Peis -aai
;e it .5 ar
-jPJi^UF.C-l ru
Pen-sarar :a *
S PWi
t pre •;

3- ppr :•
•I».rr t n

i'.Pe't* .a a*

Sa 30 ‘85

Vees,.
Pfnjgw Anuxan

W:

C s spran:en
BnJM-ra Penge-xHMi

Ü424
rjp-
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36. SPJ Fungsional

PJMERMAHPROVWI/KA9UPATEN/XOTA
SKPD
Tahun Anj^aran.. .

LVORS/i P£RÏAHGGU?XiMWA3AM 8£MDAHW»£KC-aiMR«4
l$Pi W/GStOtPil

Buien:—

Kode
Rekenit-j UfMB lumldh

Ansjstao

5PJtS6w SPltS Bei«e dan lasa SPJ UP/GU/HJ lurrAsh SPI
(IS-UP/GU/T
U)UBulk?

mi

Ss» Paju
dngjaiaii

IJ)

BJ-in
tak

BaUn
mi

s.d
Bulan

mi

s.d
Bui»?
lalu

Buis:
hl

s.d
Bul»?

ie»

14
Bulan
Ufo

Buten
W

S4
Buien

mi

— —
JUMM

p.-.-
rr*"

•PMC •’•
t PFn
c ’Pr.;;
:PP-12
C 'Fr
Lö<n* ? r

. jr-:eh P*-.*' ne?.

•SP. '3-JI al
-a a>.

2 »'r?»
n P>r 2:
: 22
- sst :j

- Li a r
.j- 5- »"i .ra-
i:::'ï:

Pengjuna Angpran

@
üaEJ

KIP:

0 -: kkmcr
8e:>ühaia PengeUMan

Karna
HIP:
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37. Rencana Kebutuhan Belanja Keadaan Darurat

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEADAAN DARURAT

PROVINSI / KABUPATEN KO FA

! No Jenn Krbutuhsn Satu^r. Pcrlcraan ketnnuhar. Dana |RH

i 1
! 2-

i 4

5.

Toto*

Trmpit ?unr^<l

KEPALA SKPD

NAMA
NIP

38. Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga

REKAP1TULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No SKPD Rrncana krbutuhan Jurnlah |Rp»
I

T
4
5

Tcmpit.

BENDAHARA VMUM DAERAH

NAMA
NIP

39. Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga

UM’VKXN PfcNXKiUNAAN BfLANJA TIDAK TFWUGA
FKOVJNSI /KABUPATEN/KOT/t

SKPD

No L'raian Asi ly'."» ra n tRpl
Kr r»li 'i.a al FV ny^ r;«r**n

V 1
Capjnnn Ovttni.it

\'o;umr Saluan

Denman mi mc nv atakan tiilra.j -.ava br rtan^ainsiaw.ib prnuh ut:rj kctxniiran
Demiktan lap.irnn > ni tlrncan Relienarnya

KEPALA SKFD

NAMA
n:i*
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40. Buku Jumal

PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA„...
BUKUJURNAL

SKPD

Tanggal Nomor
Bukti Kode Rekening NamaRekening Debit

1
Kredit

i

i
1

i1

41. Buku Besar

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU BESAR

SKPD
KODEREKENING
NAMA REKENING
PAGUAPBD*’ !

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

♦):Untukakun-akun komponen LRA
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42. Kertas Keija Konsolidasi

NtraaSaldo NertaSddo
R1_-_ KwuRokwing SPDA SKPÜB

ManaSido
SKPOdrt

tofKiSakb , .... 1 NoncaSildo
SKFKD | Pomdi

nvwiitg s

K i 0 K 0 < D K 0 K 1 D K

•

- . ....... - • —-- -

43. Neraca Saldo

PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA SALDO per Tanggal

Kode Rekening Nama Rekening Jumlah
Debit Kredit

- - -
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44. Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH PROVINS' .—
SKPD

LAPORAN REAUSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI OENGAN 31 OESEMBER 20X1dan 20X0

Utateu
'PENDAPATAN

PENDAPATAN ASU DAERAH
P-djaK DdeuL*

Prndapjtan RcinUt^i
PmilipaUnlUstl Prn^pInU^n Djrub yang D'pnjhhan
Uta * taia PAÜ ydn^ sah

Jarotab Pcndapetea AjflDeereb
JUMLAH PENDAPATAN (7'

BELANJA
BELANM OPERAS'

Betaaja 'VArAsI
netanp Bjrang dun Iju

lumlsb Bctooja Optrad

BELANK MODAL
Betaald Muddl Cdluh
Beta ftp Modal Pmsbtan d.in Mc^in
Rctanp Modal Cretang d»n Itangtirun
Betaal* Modal tataa.
Betaft|d Modal A^öt ïeup laiunya
Setatijj Mudal A^el Lainhvj

himtab Bdaa)a Modal
AJMLAH BELANJA

SURPIUS/DEFISH

Aaggarra
ID^am fatpijhl

Rcoliud j Si
i
1
i

Realhod

i
1
!

f

1

1

i

।

i
i

i

i
!

.... .

45. Laporan Operasional SKPD

PEMERfMTAH PROWNSI
SKPD
LAPORAN OPERASIONAl

UKWK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAIDENGAK 31OESEMBER 20X1dan 20X0
(Dideni feiptaM

Uraian 20X1 20X0 Konalkan/ i
Penurunan ;

KEQATAN OPERASIONAL
KEUPAPAJAN

PENDAPATAN ASU DAERAH
Aendjpatan Papk Doerat •

•Vndapatan Retribts:

t

Juratah Pmdapatan A$U Drerab
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAPJ OPERAS'

Bebar Pegrca;
Bebar Bdiarudar ia>j

i

Jurntah Bcban Operasl i
— -O- • —

BEBAN PENVUSUTAN DAK AMORT1SASI
Bebsr PenyusjtanPerautan dan
Beb^n Penyu,rtjnGedtng djo BanguiJn
Rebar. Ppoytfjjljn Mfert lrigJ>>, C4nidfing.in
Beban Penv<fiirt3n Aset ’etap umrrp
Beban Penyusrtari Ast! Lainryu
Beban Amsdhas > A-K TakBer^ujud

iumlah Beban Penyusinan dan Amonlsasl
AJMLAH BEBAN

- • - - - ....... o - . -- - .

SURPLUS/DERSIT LO 1
<
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46. Neraca SKPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD

NERACA
PER 31DESEMBER 20X1dan 20X0

DalamRuplah)
Uralan 20X1

ASEI ;
ASET LANCAR

Kas dan Satara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas cf Bendahara Penerimaan

PiutangPajak*
l’iutang Retribusi
Piutang Larnnya
Peri^silianPiutang
BebanDibayar Dimuka
Persediaan ;

_ 20X0 „

Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP

T aturh
Peralatan dan Mesin
Gedurig dan Bangunan
lalan, higasi, dan Jaringun
Aset Tetap Lairwa
Konstruksi dalam Penneriaan
Akuniulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA
1agthan Jangka Panjang

TagÜMn Prr^ualan Angst*.in

TuntulanGanti Rugj
Kemitraan denganPihak Ketiga
Aset Tak Bersvuiud
Asci 1 uin lain
Akunudati Antortitasi Aset tirltk BenMjjud
Akuinulasi PenuusutanAsel Lainnva

Jumlah Aset Lainnva
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJI8AN JANGKA PENDEK

lAangPcrititunHan Pilsrk Ketiga (PfK)
PendapatanDiterima OinnAa
UtangBelanga
Utang Jangka Pendek Lairaiyu

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAHKEWAJIBAN

ekuiias
EKUITAS
Surplus/Dehat-LO
EkuitasUntukDtkonsolidasrkan

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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47. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DE5EMBER 20X1DAN 20X0

Uraian 20X1 20X0
Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kuindatif Peiubahan Kebijakan/Kesaiahan Mendasar
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
lain - lain

Ekuitas Aklür t
j

48. Catalan Atas Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH PROV1NSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BABI Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuanpenyusuananlaporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukumpenyusunan laporan keuangan SKPD
1.3 Sisterratika penubsan catatanatas laporan keuangan SKPD

BABII Ikhtisar pentapaian tanetja keuangan SKPD
2.1 Ikhttsar realisast pencapatan target kinerta keuangan pemenntah daerah
2.2 Hambatandan kendala yang adadalampencapaiantarget yang telahditetapkan

BAB III Penjelasan pos-pos laporan keuanganpemenntah daerah
3.1 Rincian dan penjelasan dan masing-masing pos-pcs pelaporan keuanganpemenntah

daerah
3.1.1 Pendapatan - IRA
3.12 Belanja
3.13 Pendapatan - LO
3.14 Beban
3.15 Aset
3.16 Kewajiban '

3.17 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang tinrtbul sehutungan dengan

penerapan basis akraal atas pendapatan dan belanja dan rekcnsiliasinya dengan
penerapan basis kas. untuk entitas akuntansr/entitas pelaporan yang menggunakan ;

basis akraal pada pemenntah daerah
BAB IV
BAB V

Penjelasan atas infomsasi-informasi nonkeuangan SKPD
Penutup
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49. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

PEMBINTAHPROVINSt
LAPORAN REAUSASI ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DASIAH

UN7UKIAKUN VANGBERAKWR SAMPAIDENGAN 31DBEMBER 20X1dan 20X0

lodamnupWO
Urabn AAMaran Realisad (a Realhad t

KMDAPAIAM
PIMDAPAIA* AMIDAIRAH

Peccftwn Dae^h
Rct^br» Camb

Fenci»c*d* Kefciva? C ie -W =>**Mn
tan • Ub

!

1
1

Janhh PendbpatanAéDaerah i

PINOAPAlAM IRAHSKR
PMJDAPAtAN ÏHAStSHRPIMISmiAHPÜSAI DANA PIRIRWANCM
C'd*ü haul
Cais MccasiU'-u*-
Ci'ti AICT4:U.bj»U! • •tlH
Ca*«< AJw-v t Vww ^cr -’uk

i
।

1
i
1

hrnbh Pendapatan IrandaDana Perènbangan

PINDAPATAN TRANSf|RP(MfR|fHAj|PUSAÏ LANNTA
Ca'.i r $e:M Oitrah
Ca’»? ;;t3xri
Cr<j <e$tn ewar
Ca%4 jr'-a

i

i

lonhh Pen&patan Inn^cvP^mrrinlahPuQt uinnya

PIHDAPAÏAN ÏRAHSHR A01AR DAIRAH
&s'C.jr‘t.eua^«r

— * i

tomUh PptufepJlaQ liantfw Antar Damh !

Iota!Pendapatan bander !

IAW IA1M PIMDAPAIAN OAIWH YANUSAH
fercüc^an h 33*
p<tc»r.aran 0?r ? lw*-

U»n*»o

i
i

Icfnbh Ut» blnPmdapaüD Darrah yang Sah f
nWlAHPlWUAPAlAM

fitLAMlA
BIlAmAOPfRMI

»■
betris
êrurp iUx c
hr ;f|2 Hs>*
be-ariiÈ-=t t-sf SüJil

j
1

i

hmbh Bebnja Opera?

MlAWAMODAi
bedril bW»! ’Hah
&e irp Mctir FerJjU'idjrt r»te, 0

fer irpMxl^ '•cc-rg
6e ji H >9 >n. Ir»!sr. d-r
Sr if|: blut»! k tt letKil
beirpbMi* fcetUiYvi

lunbh Rrltaja M<nhl

BILANJA TAX TIRDUGA
jrp Tai *crd.^j

fumbh Bebnja Uk Terduga
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eSUVUA TRANSFER
Man* Mat'l &r
Edcrp barter Ihsjix** «**>* <>.»!«> ।wr<
&dtr»a fccLKr Keja’^y Staroh^Znii te
(M«rp f^rrjrr Cb^vfi -V»/ rl ^bi.r-^*r/KiU <**rArz O:a
Bd;r,j KKtiui ^vHw Cesada Caft*xct3V<*«s

JuniahManfa Tranaar
IUMLAM OEXANJA

— — ——.—.

Mjmus/otmrr

PgMWAYAAfl

PENERMAAN PEMEtAYAAN
OfVtfifXMC S .PA
RencfiKTnOwra Cccsr^r»
iMvl C*U’^ »«o %i lipvJko
P'fr-rH A3» iV^nw»* Cwni •f * r-4-Ufr K«uv

A3i C>*-3i • C^vhLar
C3.T31 Lerrtc>3 Ecri

JViwha»» ilqVru* nv?^-i dh^ totf;
FVrvrS-rj^i -Ivm- Ovai •Mirtc«tat iO? ie»! terai|

<er-ru:‘ Cxta’
Pef*TÏ"-.-*aa Axt^VAT Lurr'^i

.

:

JiMTtah Pw«rfm«B*i P^rbUrMn

PENGELUARAM PEMBtAYAAM
C«»m V via >i'9'

Vei» h?r»**rr.Ab |>»-fT> >
f*p-dw«"*» cae' K%it

PMxw.t Ciu’ i

Witr* e*i „?rrtv^n *•?».* »{11 -lm
tWtyrw «'Mvn»r t:fir .-iK-^* <«n.aTC 'n lv^<
E*er-ö»/a’*in car. C*«vr|
FV”-3tT 33 H.'ibrar C3?*ni
FMr^«Hi.arOT F-r'Nas^Mr’ Mirry»

'!
1

l

I

1
i

1

Juniah PattfduaranPamblayain
PEM0IAVAAN NETTO

$9*aL«bfh Pambfirywan Anmrw

*»>*«*«• -W •»*v f W«—

•.*•-.‘»^ ƒ • *< V< « A «•

—
1
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50. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten
PEMUtNIAH PROVNM ....

LAPORAN OPFRAllOHAI
U4fUK IAHUN VANG 81RAXHIR SAMPAl OFNGAN tl D1SFMR1R /0X1 dan /0X0

(tetomSuplah)

UuUn 20X1

KEGIAÏM OPaAMONAl
EIMDAEAIAU

PLNDAPATAN A«lDAtKAH

P^rur-itir Rcf r»wr.»f

^n^f/ar » ?< iin (•ojinr
;nn • -i.nPAZ* ,iftf s «h

20MO Ketuikan/ v
Peouurnan

JutnUh Pendanten Atü Daerah

PINDAPAIAN t RANSFER
PFNDAPATAN TRANSFER PfMfRINÏAHPUSAI DANA PFRWDANGAN

. ?r.a Hu
Ucissi Iff ir'

?»*4 jsi > - * $»»

C’«'5 i sen *»1
lumbh Pendapetan hanslw Dana P«imt»nBan

PFNDAPATAN 1RANSIFR P£MfRINfAHPUSAI IAINWVA

Oru jtCGm rhuus
vim «en!r-oasn

Jumbh Pendapatan Iransief Pemerintah Pu»M lalnnya

P1N0APA1AN IRAHSf(R ANIAR OAfRAM
uartun «euvcin

Iwntah PrnddiMtan handel Anlai Daerab
total Pmdapatan hamlet

LAIN IAINPFHDAPATAN DAfRAH VANG SAH

-’•rtOUihnC ;ra t arzr

lumhh late Ulo Penihpotin CUetab war Sah
lUMLAII PtNDAPAIAN

QUAN
RF8AN0PFRASI

?<waw»i
£€bi*. Barar^ 3an.i$i

octii Sbfsttf
Bet h ba»-

• nit i*« -*1
lamUh Brban Oprrav

DFBANPfHWSUTAN DAN AMORTHASI
b<ba“ F^nvJlutar csn r

aeb»*! Fev.usuUr bfin
j nrtm A'k'-* Tt* ac if» rro

6ftan F\<n;ur<jUr urnriy* .
Anrati'ü Aje: Tal !

i lumbh Seban Penyututan dan AmotUmü ;
t ’
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BEBAN TRANSFER
Beban Bag? Has'l
Beban Bantuan Kcuangan

Jumlah Baban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
ÖebanTakTefdqja

Jumlah BcbanTakTerduga
JUMLAHBEBAN

1 I Hl >1

SURPLUS/DEFISrr DARI OPERAS'

SURPLUSNON OPERASIONAL
Surplus AjnJutfan/FerxUcaran/PeiepasanAset hfcn un:ar
Surplu* *1Kew^ïbtfi Partje
Surplus dari Kegiatan Nct Operastoal Lanry»

Jumlah SurplusNon Oparadonal

DERSIT NON OPERASIONAL
Dottet FeniuaiaVfVyaikjrarVP^’^>^<n Aset Ncn Lancaf
OfititPerydeiaan tavajiban Ja^ka
Defiskdan Kegiatanhbi Cperasicndl La'Tnva

Jumlah DeRsR Non Operasfonal
JUMLAH SURPLUS/DERSrr DARI KEG1ATAN NON
OPERASIONAL

5URPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUARBIASA

POSJLUARBIASA
PENDAPATAN LUAR BlASA

Fendapatan Lux Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Bfasa

BEBAN LUARBIASA
Reb;m luar Biasa

Jumlah Baban luar Blaa
POS LUAR BJASA

SURPLUS/DEFTSIT LO
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51. Neraca Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA

PER 31DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian 20X1 20X0
ASEI

ASET LANCAR
es da». Kas

'.o: d ka? Doctan
•a* dBercanva Psngeluar ar

' d‘ d BvrcaaiM Penerr-jjn

Ka? dELLO

* as Dans BOS
Ko? Ca'u Kaf- tj?i poda FUT
Kas Lairr.ya
ICvilQ

nvesösi :a-g- a Pence»

-•".tang fa,al
fiutj'iij
Pi'.tang Haui Pergeictaar.I«1 avaanDae^an yangOf tsaHar.
palang Lim hr >«0 .ar? ;dh

Pu.tang 'fsn'.fe'PcmtrironF j:at

^tang'rsrsfe' Anü» Datrah
Ptetang LairrQa
PerfyivhariP jurg
BetonD loyar Di-v-a

Jumlah A«et lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
'we:to:i

r.esta-i ««padïEuLTJ
*epadi b .M.-

r-.estasi da am 0? ga:^
I da am •■*•"• tang'ran
OarüJ Bsis?J - !

Jumlah Invertad Non Permanen
n/e.- taï! Permitz-n

‘'ervsnia.'i (.•bda* ^eme'tnvjh 2ae'jn

c.'eitxi rv-nle' at .’Ti,amor.Dat»cl
Jumlah Inveftad Permanen

——

Jumlah Inveitati Jangka Panjang

ASET TETAP

J’s'-alatsr d^Met n
Oa;» c-v bangur.-r.
.a on Inga:., dan ^jr '<Jjn
Asst'*tapLainr.a
Ktnitst». -,i Jalam Perige’
Aku’-'j a«i Per.yjs Jtsn

Jumlah Ant Tetap
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DANA CADANGAN
band Cadangan

Jumlah Dana Cadangan

ASHLAINNYA
Tagihan langka l^njang

lagihan Penjualan Angturan
Itintulan Ganti Kugi

Kemitraan dengan Pibak Ketiga
Asci Tak Benvujud
Aset lain lain
Akunulasi Amortisasi Asm Iidak Benvujud
Akunulasi Penyusutan Aset lainnya

Jumlah Aset lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

lhang Pethitungan Pihak Ketiga (PEK;
Ihang Btinga
Ihang Pinjanun langka Pendek
Bagian lancat Ihang langka Panjang
Pendapatan Oilerima Dimuka
lhang Belanja
Utang Jangk) Pendck lainnya

Jumlah Kewajlbon Jangka Pendek

KEWADBAN JANGKA PANJANG
lhang kepada Pemerintah Pitsat
lhang kepada Lembaga Keuangan Bank
lhang kepada lembaga Keuangan Bukan Bank
lhang kepada Masyarakat (Obligati)
Premium(OKkonto) Obligati

Jumlah Kewajiban Jangha Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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53. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31DESEMBER 20X1 dan 20X0

52. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31DESEMBER 20X1DAN 20X0

Uraian 20X1 20X0
Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kunxildtif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasai:
Sisa lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain lam

Ekuitas Akhir

Uraian 20X1 ï 20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai Penenmaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Subtotal
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Subtotal
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir

i
Ir

i
j
i
i

|
k
4



-56-

54. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH PROVINS
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN VANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31DESEMBER 20X1DAN 20X0
METODE LANGSUNG

(0»hmRuplth)
Uraian 20X1 20X0

'ARUS KAS DAR! AKTIRTAS OPERAS»
ARUS MASUKKAS

Perenmnar Lnaer.yn

Per^nmaar.-asil ruw Kekay&ar- Deenjh yang Cipisd"«ïan
Pechmaan „An •lac PAu yar£ san
^ei'-eriniauc Dtm HaJI
Penerimaan Dana Ahxas' Lr-u~

! ivrerimaan ^Dani Ali *a< Khu-k»s - "sik
: ;Vr/enmj<jn Dana AJo'fi»' Khuaus \;r Pvsk
i Perenmaan Sana trsera’f Caerd-

?a'enmaar Dana Cwen/ Khi.kis
! l'rdiwiDana Kïis'/mwAjan
i *

_ ,
। Perenmaan Dana Desa
i; iH'-nmaan Ban'usn Keua'ifl/ir
1 Perenmaan ~'bc<n
| •‘Wenmaan Dana Eji j-at

; Penenmaan aer. ö»rda3atan ;a!nnya

j

! Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUARKAS

i Perrteyaran Pegawai
i Pentwy.snatt Botyrv; d.n
; P.’rrvyü'ar Bunga
i -’■’rwy.var' xin'.i.l!

t»ay<3'<ir BeLanh
P’r-coyó'ar Belan a Bantaan Scoal
?er-r.iy.a<ar r«k Te'Ciga

! Pertvyü-ur BauJ -Ca-/I t ajak ke Kc^p^te-i/<Za
P-’ceeya-ar Belan a Sintjan Ceuangsn antar Daeran P:yrsi
P’r-Jyyya'ar Belana ftsnruan <evan;at k* Kab.ra'en/<Ta
Pcntova'ar Belan a Benden <cuan$-yikepoda Ct«>

1 PerTüyö'ar Beland Transfer Dara Ownii Khaur» ke KêtcosW-n/Ko^
' Jumlah ArusKaiuar Kas

Ama KasBcrsih darf AktifitasOperas! •

ARUS-KA5.PARLAKTIRTA5 INVESTASI
ARUS MASUKKAS

’^r.'s'r^i Dana Cadsngan
i ;'erju>w aU» Idnal'

Per jua an a tas Terai aeon can Mesin
! Perjus an aras G^.1i.ry? dan Bsn’i.nnn
! p-anjufc inatus ;a-^n, n^oji, c<ri lirv^a’
I Penjuj: ar Ase: Tetap Lairrnya
| Per jus an Ase: LAnrya
i 'vi'ul Twii’t.aian Kekyyaan t ain y.if^ Ctp'r.at'Xar
1 P'V'rnnMan f^’juölar invesLj'/ N.<’ fVmHncn

i

! Jumlah ArusMasuk Kas
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ARUS KELUAR KAS
PembentukanDana Cadangan
Peiolehan Tanah
Peroletan Petalatan dan Mesin
Perolehan Gedung danRangtman
Peiolehan lalan, higasi. dan Jaiingan
Perolehan Aset letapLainnya
Perolehan Aset lainnya
PenyeitaanModal PeineiintahDaerah
PengeluaranPembelian tnwstasi Non Peimanen

Jumlah ArusKduar Kas
Arus Kas Bersh dari Aktifitas Investasi

ARUS KAS PARI AKTtFITAS PENDANAAN
ARUS MASUK KAS

Peneiimaan PinjamanDaerah PemetiniahPusat
Peneiimaan PinjamanDaerah PemetintahDaerahIain
Peneiimaan PinjamanDaeiah Lcrnbaga Keuangan Bank
Peneiimaan PinjamanDaerah Iembaga Kenangan Hukan Bank
Peneiimaan PinjamanDaerah Masyirakat (ONigasi Daerah)
Peneiimaan Kembali PenibeiianPinjaman Daeiah

Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS

PemhayaianPinjaman daii Pemenntah Pusat
PembayaranPinjaman <Lni Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman daii lembaga Keuangan Bank
Pembayaian Pinjaman daii Lembaga Keuangan BukanDank
Pembayaran Pinjaman dali Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah ArusKduar Kas
Arus Kas Bcrsih dari Aktifitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTtFITAS TRANSITORIS
'ARUS MASUK KAS

Peneiimaan Pertvtungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS
PengeluaranPeditungan fihak Ketiga (PFK)

Jumlah ArusKduar Kas
Arus Kas Sersih dari Aktifitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo Awal Kas
Saldo Akhlr Kas

„„

— j

—
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55. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
HAB 1 Pendahuluan

LI Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.2 landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
Li Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

BAB II f konoml makro. kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1 fkorromt inakro
2 2 Kebijakan keuangan
2 3 Indikatot pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
3. 1 Ikhtisar realtsasi pern apaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalanr pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan akuntansi
4.1 Intitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah
4 2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah
4 3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah
4 4 Penerapan kebijakan akuntansi berkartan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

pemerintah daerah
BABV Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1 Rincian dari penjelasan dari nrasing mating pos pos pelaporan keuangan pemerintah
daetah
5.1.1 Pendapatan - IRA
5.1.2 Belanja
5.13 Pemhiayaan
5.1.4 Pendapatan - IO
5.1.5 Beban
5.1.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitat Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kis. untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah

BAB VI Penjelasan atas informasi infornrasr nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VII Penutup .........
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56.
Daftar
Transaksi
Hanan

(DTH)

DAFTAR
TRANSAKSI
HARLAN
BELANJA
DAERAH

(DTH)

PROVINSI
LAMPUNG

BULAN
:

TAHUN
ANGGARAN
2021

Perangkat
Daerah

Kode
Perangkat

Daerah

No

SPMSPD

SP2D

Kode

Pottmaan
Pajak

NPWPReks&and
Bcsdahsxa

KamaRdcassn'Bodshora
KodeNIPN
NTBNTP
Ket

Newer

holaBelazja(Ro.)

Noinor

NiterBeterya(Ro.)

KodeAlam
fetePajak

hnldi(Rp)

dn.

Mensetahui,PENGGUNA
ANGGARAN.

Bandar
Lampung,BENDAHARA

PENGELUARAN.

N'AMANIP.

NWNIP
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57. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP)
Badan Layanan Umum Daerah

PEMER1NTAH PROVINS1/KABUPATEN/KOTA (I)

N PEMBIAYAANSURAT PERMINTAAN

<2|

*ENGESAHAN I’ENDAPATAN. BELANJA DA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Tanggal: (3) Nomor: (4|

Kepala SKI’D (5) memohon kepada:
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan. belanja dan pembiayaan sejumlah

1 Saldo Awal Rp (6)

2 Pendapatan RP (7)

3 Belanja Rp (8)

4 Saldo Aktur Rp (9|
Untuk Bulan U0| Tahun Anggaran . (UI

Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi Nama BLUD
(12) (131

Program. Kegiatan

XX xx (14)

I’endapatan Belanja
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

(15) Rp (161 (17) Rp (18)

Jumlah Pendapatan Rp (19) Jumlah Belanja Rp (20)

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

<21| Rp (22| (23) Rp (24|

Jumlah Penerimaan <P (25) Jumlah Pengeluaran Rp (26)

Pembiayaan Pembiayaan

20....(27)
Kepala (28)

(ttd)

(nama lengkap)
NIP
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Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan (SP3BP) BLUD:
(1) Diisi Provinsi/Kabupaten/Kota;

(2) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

(3) Diisi tanggal SP3BP BLUD;

(4) Diisi nomor SP3BP BLUD;

(5) Diisi SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota;

(6) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2BP BLUD bulan sebelumnya. Khusus untuk
saldo bulan Januari Tahun Anggaran 20XX diisi jumlah nihil dalam rangka
pengajuan SP3BP BLUD;

(7) Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas BLUD;

(8) Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas BLUD;

(9) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);

(10) Diisi periode bulan berkenaan;

(11) Diisi Tahun Anggaran berkenaan;

(12) Diisi dasar penerbitan SP3BP BLUD, antara lain: Nomor Peraturan Daerah
tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal DPASKPD Dinas
terkait;

(13) Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah terkait;

(14) Diisi kode program dan kegiatan SKPD Dinas terkait;

(15) Diisi kode rekening pendapatan;

(16) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;

(17) Diisi kode rekening belanja;

(18) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;

(19) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening pendapatan;

(20) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening belanja;

(21) Diisi kode rekening penerimaan pembiayaan;

(22) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening penerimaan pembiayaan;

(23) Diisi kode rekening pengeluaran pembiayaan;

(24) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pengeluaran pembiayaan;

(25) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening penerimaan
pembiayaan;

(26) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening pengeluaran
pembiayaan;

(27) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun; dan

(28) Diisi nama kepala SKPD terkait.
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58. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Badan Layanan
Umum Daerah

I LOGO i
! DAERAH ।

PEMER1NTAH
PROV1NSI/KABUPATEN/ KOTA ( 1 1

(2)

SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN BLUD

Nama (7)

BUD/Kuasa BUD
Tanggal : (8)
Nomor (9)

Tahun Anggaran (10)

Nomor (3)

Tanggal (4)
Kode BLUD (5)
Nama BLUD : (6)

Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:

Saldo Awal : Rp (11)
Pendapatan : Rp (12)

Belanja : Rp (13)
Saldo Akhir : Rp (14)

Telah disahkan pembiayaan sejumlah:

Penerimaan Pembiayaan : Rp (15)
Pengeluaran Pembiayaan : Rp (16)

20 (17)

(18)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP
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Petunjuk Pengisian Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP)
BLUD:

(1) Diisi Provinsi/Kabupaten/Kota;

(2) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

(3) Diisi nomor SP2BP BLUD;

(4) Diisi tanggal SP2BP BLUD;

(5) Diisi Kode unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

(6) Diisi nama unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

(7) Diisi nama BUD/Kuasa BUD;

(8) Diisi tanggal penerbitan SP2BP BLUD;

(9) Diisi nomor penerbitan SP2BP BLUD;

(10) Diisi tahun anggaran penerbitan SP2BP BLUD;

(11) Diisi jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3BP BLUD;

(12) Diisi jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3BP BLUD;

(13) Diisi jumlah belanja yang tercantum dalam Surat SP3BP BLUD;

(14) Diisi jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3BP BLUD;

(15) Diisi jumlah penerimaan pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD;

(16) Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD;

(17) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun; dan

(18) Diisi nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD).

BUPATI TULANG BAWANG.

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN.HUKUX

/PEMBINATK I/ IV B
NIP. 19780117 199803 1 003


